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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf 
latin adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت 
 
Ta T Te 
ث Ṡa S Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ha H Ha (dengan titik di 
bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
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ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Sad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Dad D De (dengan titik di 
bawah) 
ط Ta Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Za Ẓ Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
 
 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata 
Bahasa 
Arab 
Transiterasi 
1 ةتك Kataba 
2 سكذ Żukira 
3 ةهري Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda  dan 
Huruf 
Nama Gabungan 
Huruf 
Nama 
أ...ي  Fathah dan ya Ai a dan i 
أ...و  Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 فيك Kaifa 
2 لىح Ḥaula 
 
3. Maddah 
xi 
 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
 
 
 
Harakatdan 
Huruf 
Nama Huruf dan Tanda Nama 
أ...ي  Fathah dan alif 
Atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أ...ي  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
أ...و  Dammah dan wau Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa 
Arab 
Transliterasi 
1 لاق Qāla 
2 ليق Qīla 
3 لىقي Yaqūlu 
4 يمز Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan . 
Contoh : 
No Kata Bahasa 
Arab 
Transliterasi 
1 لافطلْا ةضوز Rauḍah al-aṭfāl 
2 ةحلط Ṭalḥah 
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5. Syaddah (Tasydid) 
 Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa 
Arab 
Transliterasi 
1 اّىتز Rabbana 
2 لّزو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang yang 
diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1 لجّسلا Ar-rajulu 
2 للَجلا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
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Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa 
Arab 
Transliterasi 
1 لكأ Akala 
2 نورخأت Taꞌkhuzūna 
3 ؤىلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi 
dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam 
EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan 
kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis 
dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata 
sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa 
Arab 
Transliterasi 
  دحمم ام و
لىسزلَإ 
Wa mā 
Muḥammdun 
illā rasūl 
  بز للهدمحلا
هيملاعلا 
Al-ḥamdu lillahi 
rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
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maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
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Wahyu Fajar Pamungkas 
 NIM.152131051 
ABSTRAK 
 
Wahyu Fajar Pamungkas, NIM: 152131051“(EKSPLORASI FIQH JINA>YAH 
TERHADAP ILLEGAL LOGGING)”.Indonesia adalah negara yang mempunyai 
kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Kekayan sumber daya alam 
tersebut salah satunya adalah hutan. Hutan mempunyai manfaat sangat banyak 
baik dari segi ekonomis maupun secara ekoligis baik untuk masyarakat maupun 
negara. Tetapi dalam pemanfaatan hutan seringkali dilakukan tanpa menjaga 
keseimbangan dan ekosistem hutan sehingga mengakibatkan kerusakan pada 
hutan . oleh karena itu pemerintah dihadapkan dengan masalah. Masalah yang 
paling krusial dibidang kehutanan ialah pembalakan liar atau biasa disebut dengan 
Illegal logging. Illegal logging adalah Kasus kejahatan dibidang kehutanan yang 
meliputi penebangan hutan, pengangukutan hingga pengolahan hasil hutan yang 
dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwajib dan melawan hukum yang berlaku 
dan esensinya adalah kerusakan pada hutan.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk dan sanksi 
terhadap tindak pidana Illegal logging dalam perspektif hukum pidana positif dan 
hukum pidana Islam serta mencari persamaan dan perbedaan terhadap kedua 
ketentuan hukum tersebut. 
Metode penelitian ini mengunakan penelitian library research (penelitian 
pustaka) yaitu penelitian dengan mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan 
membaca dan menelaah buku-buku,artikel maupun kaidah hukum normatif yang 
kemudian dianalisa dan didekripsikan.  
Hasil penelitian ini ialah terdapat dua bentuk hukuman terhadap tindak 
pidana illegal logging yaitu hukuman dalam perspektif hukum positif  dan dalam  
perspektif hukum pidana Islam.Kemudian darikedua sistem hukum tersebut 
terdapat persamaan dan perbedaan terhadap tindak pidana illegal logging. Dalam 
perspektif hukum positif hukuman bagi pelaku tindak pidana illegal logging ialah 
pidana penjara, denda dan sanksitambahan sesuai dengan ketentuan Undang-
undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan 
Pengerusakan Hutan. Sedangkan dalam perspektif Hukum Pidana Islam hukuman 
bagi pelaku tindak pidana Illegal logging ialah dengan hukuman ta’zi >r yang 
diserahkan sepenuhnya pada ulil amri (pemerintah) dengan melihat kemaslahatan 
umum.  
 
 
Kata Kunci: Illegal logging ,Konseptual, Fiqh Jina>yah. 
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  ABSTRACT 
 
Wahyu Fajar Pamungkas, NIM: 152131051“(EKSPLORATION FIQH 
JINA>YAH AGAINT ILLEGAL LOGGING)” Indonesia is a country that has a 
wealth of natural resources is abundant. The wealth of natural resources is a 
forest. Forests have many benefits both economically and ecographically both for 
society and country. But in forest utilization is often done without maintaining the 
balance and forest ecosystem causing damage to the forest. Therefore the 
Government faced with the problem. The most crucial problem in the field of 
forestry is illegal logging or commonly referred to as Illegal logging. Illegal 
logging is a case of a forestry crime that includes logging, transporting up to  
processing of forest outcomes made without the permission of authorities and 
against the applicable law and its essence is damage to the forest. 
The purpose of the study was to find out the form and sanctions on 
criminal acts of illegal logging in the perspectives of positive criminal law and 
Islamic criminal law as well as seeking similarities and differences in both legal 
provision. 
This method of research is to use research library Research (research) that 
is research by collecting research materials by reading and studying books, 
articles and rules of normative law which are then analyzed and Decrypted.  
The result of this study is that there are two forms of punishment against 
illegal logging crimes that are punitive in the perspective of positive law and in 
the perspective of Islamic criminal law. Then the two legal systems contained 
similarities and differences Criminal acts of illegal logging. In a positive legal 
perspective the penalty for criminal acts of illegal logging is imprisonment, fines 
and additional sanctions in accordance with the provisions of law No. 18 of 2013 
concerning the eradication and prevention of forest destruction. While in the 
perspective of Islamic criminal law penalties for criminal acts Illegal logging is by 
the punishment of ta’zi>r which is submitted entirely in Ulil Amri (government) by 
looking at the general benefits. 
 
Keywords: Illegal logging, Konseptual, Fiqh Jina>yah. 
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BAB I 
PENDAHULUAN  
A. Latar belakang  
Indonesia adalah suatu negara yang mempunyai banyak potensi akan 
sumber daya alam (SDA) yang menjadi anugrah yang diberikan Allah SWT 
kepada kita umat manusia dan bangsa Indonesia. Potensi akan sumber daya 
alam (SDA) tersebut salah satunya adalah  hutan. Hutan Indonesia merupakan 
salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaanya menjadi 
tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya 
dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu, 
pemanfaataan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, 
optimal, dan bertanggung jawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta 
memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna 
mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang 
berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat.
1
 
Hutan merupakan sumber daya alam yang mempunyai nilai strategis 
dalam pembangunan bangsa dan negara. Keterlibatan negara dalam penataan 
dan pembinaan serta pengurusannya sangat dibutuhkan. Oleh karena itu  hutan 
adalah  kekayaan alam yang dikuasai oleh Negara. Hal itu sesuai dengan 
ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia  
                                                          
       
1
Undang-undang  Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pengerusakan 
Hutan, hlm 68. 
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tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara.  
Namun dengan seiring berjalannya waktu kebutuhan kayu semakin 
meningkat pesat. Hal tersebut membuat orang yang tidak bertanggung jawab 
dan bahkan para oknum tertentu menghalalkan segala cara tanpa 
memperhatikan ekosistem hutan untuk mendapatkan kayu dengan pembalakan 
hutan secara liar ( illegal Logging). Illegal logging atau yang biasa disebut 
pembalakan liar adalah  kegiatan hutan illegal meliputi semua tindakan illegal 
yang berhubungan dengan ekosisem hutan, demikian juga industri yang 
berhubungan dengan hutan dan hasil hutan kayu serta non kayu. Kegiatan itu 
meliputi tindakan yang melanggar, hak-hak atas lahan hutan
2
. Hutan yang di 
anugerahi oleh Allah SWT pada dasarnya memang di ciptakan untuk 
kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya oleh karena itu pemanfaatan 
hutan sebenarnya di bolehkan asalkan tidak melampaui batas hingga 
menyebabkan kerusakan alam. Dengan demikian hutan yang seharusnya 
digunakan untuk kemaslahatan bersama hanya dinikmati sebagian seseorang 
dan bahkan  untuk kepentingan pribadinya. 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut 
kerugian negara akibat kejahatan lingkungan hidup mencapai Rp17,8 triliun. 
Jumlah kerugian yang cukup besar ini baru dari aksi penebangan liar atau 
                                                          
       
2
 http://eprints.ung.ac.id/2597/5/2013-1-74201-271409175-bab2-26072013034638.pdf, diakses 
pada ( 23/3/2018),pukul,11.21.
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illegal logging. Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho 
Sani menyatakan pada hari kamis, 25-10-2018  dalam ungkap kasus di kantor 
BKSDA Jawa Tengah di kota Semarang total kerugian itu berdasarkan hitung-
hitungan kasus kejahatan lingkungan yang sudah berkekuatan hukum tetap 
atau incraht di pengadilan selama tiga tahun terakhir. Sani juga menambahkan 
bahwa temuan tinggi kasus illegal logging ini di pulau Kalimantan dan 
Sumatera.
3
 
Masih maraknya pembalakan dan penebangan hutan, baik secara 
perorangan maupun secara terorganisir yang dilakukan oleh sekelompok 
masyarakat ataupun perusahaan yang bergerak di dalam bidang kehutanan, 
yang bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan 
pengrusakan hutan. Salah satu akibat dari rusaknya ekosistem dengan 
penebangan liar adalah terjadinya banjir, karena tidak adanya hutan sebagai 
penyimpan air yang mengatur tataguna air itu sendiri.
4
 Selain itu, keberadaan 
hutan sangat penting karena hutan selain tempat hidup berbagai jenis 
tumbuhan dan hewan. Hutan juga merupakan penyeimbang alam dan paru-
paru dunia. Jika pembalakan dan penebangan hutan tidak terkendali dapat 
mengakibatkan berkurangnya kemampuan biosfer menyerap CO2 yang 
berakibat pada penambahan tinggi suhu di permukaan bumi atau sering 
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4Syahrizal, “Pelaksanaan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan di kecamatan Pangean kabupaten Kuantan Singingi,‟ Jurnal 
Kehutanan, (Riau)  Vol. 11 Nomor 1, 2016, Hlm.6. 
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disebut sebagai pemanasan global, sehingga tidak menempatkan lagi hutan 
sebagai paru-paru dunia. 
Contoh kasus illegal logging yang baru-baru ini terjadi seperti di 
kabupaten Wonogiri. Kerusakan hutan lindung di Wonogiri menjadi ancaman 
serius, pembalakan liar atau illegal logging terjadi secara berkelanjutan dari 
tahun ke tahun di kota sukses tersebut. Data yang dihimpun Espos dari Polres 
Wonogiri, senin 7-1-2019 polisi mengungkap sembilan kasus pebalakan liar 
sepanjang 2018. Kasus itu terjadi di kawasan hutan Selogiri dua kasus. 
Giriwoyo tiga kasus, Pracimantoro satu kasus, dan Eromoko satu kasus.
5
 
Peraturan yang melarang perbuatan penebangan hutan liar ( Illegal 
logging) terdapat dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Undang-undang ini 
sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang 
Kehutanan.  
Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pada Pasal 3 
dinyatakan, pencegahan dan pemberantasan pengrusakan hutan bertujuan 
untuk (a). Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku 
perusakan hutan;(b) Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan 
tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem 
sekiranya;(c) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan 
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 https://soloraya.solopos.com/read/20190107/495/963546/pembalakan-liar-di-wonogiri-selalu-
terulang, diakses pada 03/04/2019 pulul 21.02 WIB. 
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dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya 
masyarakat sejahtera; dan (d) Meningkatnya kemampuan dan koordinasi 
aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan 
dan pemberantasan perusakan hutan
6
 
Islam sebagai agama yang tidak hanya mengatur manusia dengan 
Tuhannya, tetapi juga hubungan manusia dengan sesama makhluk (termasuk 
lingkungan hidupnya) sebenarnya telah memiliki landasan normatif baik 
secara implisit maupun ekplisit tentang pengelolaan lingkungan ini. Dalam 
penyalahgunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati yang 
sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem 
kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan 
lingkungannya. Manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam ini harus 
memperhatikan tujuannya, dan pengaruh (dampak) yang akan ditimbulkan 
akibat pemakaiannya.
7
 
Illegal logging adalah suatu tindakan yang bisa berakibat pada 
kerusakan dimuka bumi, selain itu perbuatan tersebut banyak kemudharatan 
dari pada kemaslahatannya.  Peraturan yang telah diatur dalam Undang-
undang kehutanan yang mengatur tindak pidana, sesungguhnya didalam Al-
                                                          
        6Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan 
Hutan, hlm 3 
        
7
Yunita Komala Sari. “Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan Kajian Fatwa MUI (Nomor :30 
tahun 2016) dan Putusan Perkara Pengadilan Negeri Palembang”, Skripsi, Jurusan Syariah dan Hukum 
UIN  Syarif Hidayat ullah Jakarta, Jakarta 2017, hlm 22. 
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Qu‟ran sudah dijelaskan mengenai larangan melakukan kerusakan dimuka 
bumi. Diantaranya  : 
1. Surat Ar-Rum ayat 41 
 َو َِّربْلا ِيف ُداَسَفْلا َرَهَظ يِذَّلا َضَْعب ْمُهَقيُِذيِل ِساَّنلا يِدَْيأ ْتَبَسَك اَمِب ِرْحَبْلا
( َنُىعِجْرَي ْمُهَّلََعل اُىلِمَع١٤) 
Artinya: 
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka 
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 
jalan yang benar). (Ar-Rum ayat 4)
8
 
 
Pada ayat diatas terdapat kosakata Al-Fasa>d yang berarti keluarnya 
sesuatu dari keseimbangan baik sedikit maupum banyak atau bermakna rusak. 
kata ini digunakan untuk menunjuk kerusakan baik jasmani, jiwa maupun hal 
lainnya . sementara ulama kontemporer memahaminya dalam arti luas yaitu 
kerusakan lingkungan karena kaitannya dengan laut dan darat.
9
 bahwa terjadi 
Al- Fasa>d  (kerusakan) tersebut dengan darat dan laut maka dapat dipahami 
bahwa  Al-Fasa>d   tersebut adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau 
hukum yang dibuat Allah, yang diterjemahkan dengan “perusakan”.  
Istlah jari>mah digunakan untuk sebutan tindak pidana dalam hukum 
Islam. Jari>mah  ini sendiri adalah larangan syar’i yang diancam oleh Allah 
SWT. Dengan hukuman had, qis}a>s}  , dan ta’zi >r . Para Fuqaha sering memakai 
                                                          
       
8 Kementerian Agama RI,”Al-Qur‟an dan Tafsirnya(edisi yang disempurnakan) ,(Jakarta : Lentera 
Abadi),2019,hlm514. 
       
9
 Ibid.,hlm515. 
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kata jina>yah  untuk jari>mah, jina>yah adalah perbuatan yang dilarang oleh 
syara, baik perbuatan itu mengenai (merugikan) jiwa maupun harta benda 
lainnya.
10
 
Oleh karena itu illegal logging dalam hukum pidana Islam dapat di 
kategorikan sebagai suatu jari>mah, yaitu tergolong dalam jari>mah  tazi>r. Maka 
ketentuan sanksinya ditentukan oleh penguasa atau pemerintah. Besar 
hukuman tergantung dari perbuatan yang dilakukan dan ini tergantung dari 
kebijakan serta keputusan hakim.
11
 
Illegal logging adalah perbuatan yang bisa mengakibatkan rusaknya 
alam sehingga tidak ada kemaslahatan atas perbuatan tersebut serta melanggar 
prinsip-prinsip yang terkandung dalam Islam. Dari latar belakang 
permasalahan diatas penulis tertarik untuk meneliti masalah illegal logging ini 
dengan judul “Eksplorasi Konseptual Fiqh Jina>yah Terhadap Illegal 
Logging” 
B. Rumusan Masalah: 
1. Bagaimana Bentuk-Bentuk Illegal Logging Dalam Hukum Positif? 
2. Bagaimana Konseptual Fiqh Jina>yah Terhadap Illegal Logging? 
C. Tujuan Penelitian :  
1. Untuk Mendiskripsikan Bentuk-Bentuk Illegal Loging Dalam Hukum 
Positif . 
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 Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Bulan Bintang, 1990),Hlm.1.  
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 Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jina>yah ,(Jakarta:Amzah,2013), Hlm.181. 
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2. Untuk Mendiskripsikan Konseptual Fiqh Jina>yah  Terhadap Illegal 
Loging. 
D. Manfaat Penelitian  
Adapun manfaat penelitian ini adalah : 
1. Secara Teoristik 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam 
pengembangan keilmuan di bidang pembelajaran Hukum Pidana Islam 
maupun Hukum Pidana Positif. 
2. Secara Praktis 
a) Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran serta bahan 
pertimbangan bagi masyarakat yang melakukan illegal logging.  
b) Sebagai masukan bagi praktisi pidana Islam terhadap sanksi bagi 
pelaku Illegal logging. 
E. Kerangka Teori  
1. Teori Al-Maqa>shid al-Sya>r’iyyah  
Al-Maqa>shid al-Sya>r’i\yyah pada dasarnya adalah untuk mewujudkan 
kemaslahatan dan menghindari dari segala macam kerusakan, baik di 
dunia maupun di akhirat. Semua kasus hukum, yang disebutkan secara 
ekplisit dalam Al-Quran dan sunnah maupun hukum Islam yang 
9 
 
dihasilkan melalui proses ijtihad harus berdasarkan pada tujuan 
perwujudan maslahah tersebut.
12
 
Al-Maqa>shid al-Sya>r’iyyah  menurut al-Syathibi adalah tujuan-tujuan 
Syariah, pada dasarnya adalah untuk mencapai kemaslahatan yang 
terkumpul didalam apa yang disebut al-kulliyya>t al-khams atau al-
dharuriyyat al-khams yakni memelihara agama, jiwa, keturunan, properti 
dan akal, yakni suatu hal-hal yang pemeliharaanya mutlak karena ia 
mempengaruhi kemaslahatan agama dan dunia, sehingga tanpanya 
kemaslahatan agama dan dunia menjadi hilang dan tidak bisa tegak dan 
permanen.
13
 
Keterkaitan teori Al-Maqa>shid al-Sya>r’iyyah  dengan tindak pidana 
illegal logging yaitu, illegal logging merupakan suatu tindakan yang 
menganggu dan mengancam kemaslahatan umum, jika tindakan tersebut 
dibiarkan dan terus marak maka perbuatan illegal logging itu bertentangan 
dengan Al-Maqa>shid al-Sya>r’iyyah yang muatan dalam teori ini ialah 
menjaga kemaslahatan umum. 
2. Teori Hukum Kehutanan 
Hukum kehutanan menurut Biro hukum dan organisasi Departemen 
Kehutanan sebagaimana yang dikutip oleh Salim bahwa hukum kehutanan 
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 Ali Mutakin, „‟Teori maqashid  al syariah Dan Hubungannya Dengan Metode Istimbath 
Hukum” Kanun jurnal Ilmu Hukum, vol.10,2007,hlm 554. 
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 Mudhofir Abdullah, “ Al-Qur’an dan Knservasi Lingkungan”, Dian Rakyat-Jakarta 2010. Hlm 
271-272.  
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adalah kumpulan ( himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun tidak 
tertulis yang berkenaan dengan kegiatan yang bersangkut paut dengan 
hutan dan pengurusannya.
14
 
Ada tiga unsur yang terkandung dalam pengertian hukum kehutanan 
yaitu, (1) adanya kaidah hukum kehutanan baik tertulis mapun tidak 
tertulis, (2) mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan 
kehutanan, dan (3) mengatur hubungan antara individu (perorangan 
dengan hutan dan kehutanan).Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa pengertian hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah 
/ norma atau peraturan yang mengatur tentang hubungan hukum antara 
negara dengan hutan dan kehutanan dan hubungan hukum antara individu 
(perorangan) dengan hutan dan kehutanan.
15
 
Terkait dengan penelitian ini teori hukum kehutanan berperan dalam 
menjelaskan bagaimana ketentuan  hukuman dalam menegakan tindak 
pidana illegal logging sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No 
18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pengerusakan 
Hutan.  
Ada tiga jenis sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2013 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu: 1) Pidana 
penjara. 2) Pidana denda. 3) Pidana perampasan benda yang digunakan 
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 Salim, Dasar-dasar Hukum Kehutanan,Jakarta : Sinar Grafika, 2004, hlm.7.  
         
15
 Nurdjana Dkk “Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentraslisasi”, (Yogyakarta: 
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untuk melakukan perbuatan pidana. Ketiga jenis ini dapat dijatuhkan 
secara kumulatif.Hal ini dapat dilihat dalam rumusan sanksi pidana yang 
diatur dalam pasal 82-106 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
16
Adapun dasar dari peraturan 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bersumber dari nilai-nilai 
yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 
33 ayat 3), yang berbunyi “Bumi air dan kekayaan yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat”. selain itu hal tersebut merupakan salah satu dari 
upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan 
secara lestari. 
F. Tinjauan Pustaka 
Skripsi yang disusun oleh Santoso Hari Wibowo yang berjudul “ 
Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Tentang 
Illegal Logging (perkara No,/761/Pid,Sus/2007). skripsi ini menjelaskan 
tentang tindak pidana illegal logging dalam perpektif hukum Islam dan 
hukum positif yang fokusnya mengkaji sanksi perbuatan illegal logging dalam 
Putusan Mahkamah Agung dan mengkaji bagaimana perspektif Hukum Islam 
tentang putusan tersebut. Kemudian analisis penelitian ini dalam pegkajiannya 
masih menggunakan Undang-Undang NO. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan 
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 Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan 
Hutan, hlm.38.  
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sedangkan penulisan dalam penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan 
Undang-Undang No 13 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Pengerusakan Hutan dan mengeksplorasi konseptual Fiqh Jinayah terhadap 
illegal logging. 
17
 
Penelitian yang disusun oleh Rismawati yang berjudul” Perspektif 
Fiqh Jina>yah terhadap kejahatan koorporasi di bidang kehutanan”, penelitian  
ini membahas tentang illegal logging dalam perspektif hukum Islam dan 
hukum positif yang dalam skripsi ini fokus pembahasannya menjelaskan 
mengenai tinjauan umum tentang sanksi terhadap kejahatan korporasi 
dibidang kehutanan dan sanksi kejahatan di bidang kehutanan dalam 
perspektif Fiqh Jina>yah.18 Perbedaan dengan skripsi ini terletak dalam 
pengkajiannya yaitu dalam skripsi ini mengkaji kejahatan di bidang kehutanan 
yang fokusnya dilakukan korporasi sedangkan dalam penelitian ini titik fokus 
tidak terbatas pada korporasi tetapi juga seseorang ataupun kelompok dalam 
subjek pelakunya.  
Tesis yang disusun oleh Tuty Budhi Utami yang berjudul “kebijakan 
Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illlegal Logging”. 
Penelitian ini mengkaji tentang penerapan sanksi pidana Illegal Logging yang 
penelitian ini mempunyai perbedaan di aspek pengkajiannya ialah penelitian  
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 Santoso Hari Wibowo, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Mahkamah Agung 
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ini hanya mengkaji dari sudut pandang dalam hukum positif saja, tidak 
mengkaji dalam konseptual hukum pidana Islam.
19
 
Penelitian yang disusun oleh Akhmad Fahrur Rozi yang berjudul 
“Sanksi bagi pelaku illegal logging (Studi Komparatif Hukum Islam dan 
Hukum Positif)” skripsi ini membahas tentang sanksi illegal logging dalam 
hukum Islam dan hukum positif.
20
 Tetapi dalam pengkajiannya dalam hukum 
positif skripsi ini masih menggunakan Undang-undang yang lama yaitu 
Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan sedangkan dalam 
penulisan pada skrpsi ini akan dikaji melalui Undang-Undang No 13 Tahun 
2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengerusakan Hutan. 
Jadi pada penelitian ini memiliki perbedaan dalam pengkajiannya 
dengan penelitian ataupun literatur sebelumnya. Perbedaan tersebut 
diantaranya dapat dijumpai pada kacamata yang digunakan untuk penelitian 
yaitu dalam penelitian ini selain mengkaji melalui perspektif hukum pidana 
Islam dalam pengkajiannya, dalam hukum positif menggunakan Undang-
Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pemberatasan dan Pencegahan 
Pengerusakan Hutan sedangkan skripsi sebelumnya yang disusun tersebut 
diatas pada umunya masih menggunakan Undang-undang yang lama yaitu 
Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan. 
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G. Metode Penelitian. 
1. Jenis Penellitian. 
Penelitian ini sepenuhnya merupakan penelitian kepustakaan (library 
reseach), yaitu dengan membaca buku-buku ilmiah, jurnal, serta buku-
buku yang lain yang berkaitan dengan Illegal Logging baik yang di 
pandang dalam hukum positif maupun dalam hukum pidana Islam. Juga 
karena sumber-sumber datanya baik yang utama maupun pendukungnya 
berasal dari teks . 
2.  Sumber Data  
Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat 
diperoleh dari data sekunder. Sumber-sumber dari data sekunder 
penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum 
yang digunakan penulis adalah sebagai berikut : 
a. Bahan hukum primer, Al-Quran, norma atau kaidah dasar, yakni 
Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang No.41 
Tahun 1999 tentang kehutanan, Peraturan perundang-undangan No 18 
tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, 
Fatwa MUI. 
b. Bahan hukum sekunder, yaitu data yang secara tidak langsug 
memberikan informasi data pada pengumpul data. Dalam penelitian ini 
yang menjadi sumber data sekunder adalah: 
15 
 
1) Buku-buku yang relevan atau ada kaitannya dengan topik   
pembahasan 
2) Jurnal maupun Artikel. 
3)  Ijma para ulama. 
c. Bahan hukum tersier, yaitu berupa informasi yang terkait yang 
diperoleh dari kamus, ensiklopedia, berita.  
Karena penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan, maka seluruh 
kegiatan penelitian dipusatkan pada kajian buku dan literatur yang 
memiliki keterkaitan dengan pembahasan. 
3. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data akan dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-
buku dokumentasi yang relevan dengan masalah Illegal Logging dalam 
hukum pidana Islam dan hukum positif. Dan data ini dikumpulkan dari 
data-data yang telah tersedia kemudian dijelaskan perbandingannya dan 
diambil bagian-bagian tertentu sebagai data.  
4. Teknik Analisisa Data  
Data hasil penelitian dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk 
deskriptif, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian yakni tentang 
tindak pidana illegal logging dalam perspektif hukum Islam dan hukum 
positif dengan sejelas-jelasnya. Tujuan penyajian dengan metode tersebut 
yakni agar pembaca mampu atau mudah untuk memahami secara jelas 
16 
 
tentang sanksi tindak pidana illegal logging dalam perspektif hukum Islam 
maupun hukum positif.  
Sedangkan pengolahan data melalui tahap pemeriksaan data, seleksi 
data, klasifikasi data, dan sistematisasi data. Dan data yang sudah 
disajikan dalam bentuk uraian dibahas dan dianalisis secara deskriptif 
kualitatif, untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. 
Kemudian analisa yang penulis gunakan dalam penelitan ini adalah 
kualitatif deskriptif  yaitu dengan melakukan penelaahan secara mendalam 
terhadap data yang diperoleh dengan jalan mendikripsikan, sehingga dapat 
ditarik kesimpulannya. 
H.  Sistematika Pembahasan 
Dalam hal pembahasan skripsi ini, Penulis membuat sistematika 
dengan maksud mempermudah penulisannya yaitu dengan membagi ke 
skripsi ini dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdapat beberapa 
sub yang merupakan pembah asan dari bab-bab utama. adapun sistematika 
penulisannya adalah sebagai berikut:  
BAB I PENDAHULUAN, mengenai latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan 
pustaka, metodologi penelitian, sistematika pembahasan. 
BAB II LANSADAN TEORI, yaitu menguraikan  dasar-dasar yang 
digunakan untuk pondasi penelitian meliputi pengertian tindak pidana dalam 
hukum positif dan hukum pidana Islam. Kemudian gambaran umum tentang 
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illegal logging yang meliputi pengertian illegal logging , faktor penyebab 
illegal logging, dampak illegal logging ,upaya menanggulangi Illegal 
Logging. 
BAB III KLASIFIKASI ILLEGAL LOGGING , menguraikan tentang 
apa saja yang termasuk dalam kategori dan bentuk-bentuk tindak pidana 
illegal logging.  
BAB IV KONSEPTUAL FIQH JINAYAH TERHADAP ILLEGAL 
LOGGING, menganalisa dari data bentuk-bentuk dan kategori dalam tindak 
pidana illegal logging dan menganalisan konsep Fiqh Jina>yah tentang Illegal 
logging.  
BAB V PENUTUP mengenai kesimpulan dan saran yang di dapat dari 
hasil penulisan ini. 
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 BAB II 
LANDASAN TEORI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING 
A. Tindak Pidana Dalam Hukum Positif 
1. Pengertian Tindak pidana  
Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana 
(yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar 
hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan 
oleh beberapa ahli sebagaimana dikutip oleh Tri Andrisman sebagai 
berikut:  
Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam 
oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada 
umumnya dilarang dengan ancaman pidana
1
 
Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang 
diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang 
berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang 
mampu bertanggungjawab.
2
 
Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori 
adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena 
kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk 
mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan 
umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian 
yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan 
yang dapat dihukum.
3
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 Tri Andrisman. Hukum Pidana. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung. hlm. 81. 
       
2
 Ibid,.hlm 81. 
       
3
 Ibid,.  
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2. Unsur-unsur Tindak Pidana  
Di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana 
yaitu: 
a. Unsur objektif  
Unsur yang terdapat di luar si pelaku.Unsur- unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan keadaan di 
mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.
4
 Terdiri 
dari: 
1) Sifat melanggar hukum 
2) Kualitas dari pelaku 
3) Kasualitas, yaitu berhubungan antara suatu tindakan sebagai 
penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.  
b. Unsur subjektif 
 Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau 
yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya 
segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.
5
Diantaranya : 
1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 
2) Maksud pada suatu percobaan. 
3) Macam – macam maksud seperti terdapat dalam kejahtan-
kejahtan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya. 
4) Merencanakan terlebih dahulu. 
5) Perasaan takut seprti terdapat dalam Pasal 308 KUHP. 
                                                          
       
4
 P.A.F. Lamintang dan Francisus Theojunior, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 192. 
       
5
Ibid., 
20 
 
  Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan 
yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur 
yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :
6
 
1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan 
termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung 
dihatinya. 
2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku 
atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, 
yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari 
sipelaku itu harus dilakukan. 
3. Pembagian Tindak Pidana 
Secara teoritis terdapat beberapa jenis perbuatan pidana. Perbuatan 
pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan 
pelanggaran. kejahatan adalah rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan 
yang bertentangan dengan keadilan, yang terlepas apakah perbuatan itu 
diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.  Sekalipun 
tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-undang, perbuatan ini 
benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang 
bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut 
mala in se, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat 
karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Sedangkan pelanggaran 
adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai 
                                                          
       
6
 Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. (Jakarta : Rineka Cipta, 1993). hlm. 69. 
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perbuatan pidana karena Undang-undang merumuskannya sebagai 
delik, perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh 
masyarakat oleh karena Undang-undang mengancamnya dengan sanksi 
pidana.  
Selain dijelaskan perbedaan dalam kejahatan dan pelanggaran  
(kualitatif) perbuatan pidana, secara teoritis dijelaskan pula sebagai 
berikut : 
a. Delik formil dan delik material 
 Delik formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap 
selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam 
undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang 
tercantum dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian dan psal 160 
KUHP tentang penghasutan. Sedangkan delik material adalah 
perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada akibat 
yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap terjadi apabila 
atau dianggap telah selesai terjadi. Jadi jenis perbuatan ini 
mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan 
seperti dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 378 
tentang penipuan. 
7
 
b. Delik komisi (commisions act) dan delik omisi (ommosions act). 
 Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran 
terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya 
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 Mahrus Ali,”Dasar-dasar Hukum Pidana”,...hlm102. 
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,melakukan suatu pencurian, penipuan, pembunuhan. Sedangkan 
delik omisi adalah delik yang berupa pelangaran terhadap perintah, 
yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak 
menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan, seperti yang 
tercantum dalam dalam pasal 522 KUHP.
8
 
c. Delik dolus (kesengajaan) dan delik culpa (kealpaan) 
 Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. 
Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam pasal 338 KUHP. 
Sedangkan delik culpa adalah delik-delik yang memuat unsur 
kealpaan. Misalnya pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang 
yang mengakibatkannya matinya seseorang.  
d. Delik tunggal dan delik ganda. 
 Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan 
satu kali perbuatan. Delik ini dianggap telah terjadi dengan hanya 
dilakukan sekali perbuatan, seperti pencurian, peniouan dan 
pembunuhan. Sedangkan delik ganda adalah delik yang untuk 
kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan beberapa kali 
perbuatan, seperti pasal 480 KUHP yang menentukan bahwa untuk 
dapat dikualifikasikan sebagai delik penadahan, maka penadahan 
itu harus dilakukan beberapa kali.
9
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e. Delik aduan dan delik biasa  
 Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penuntutannya 
hanya dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau 
dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam jenis, yaitu delik aduan 
absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan  absolut adalah delik 
yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk 
penuntutannya seperti pencemarannama baik, yang diatur dalam 
pasal 310 KUHP sedangkan delik aduan relatif delik yang 
dilakukan dalam lingkungan keluarga, seperti pencurian dalam 
keluarga yang diatur dalam pasal 367 KUHP. Delik biasa adalah 
delik yang dilakukan yang tidak mempersyaratkan adanya 
pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian 
dan penggelapan.
10
 
f. Delik biasa dan delik dikualifikasi  
 Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling 
sederhana tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan seperti 
dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkkan delik 
dikualifikasi adalah perbuatan pidana dalam bentuk pokok yang 
ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman 
pidananya menjadi diperberat. Seperri dalam pasal 363 dan pasal 
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24 
 
365 KUHP yang menerapkan bentuk kuaifikasi dari delik 
pencurian dalam psal 362 KUHP, 
11
 
4. Pertanggungjawaban Pidana  
Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh 
masyarakat dan dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk 
adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa 
yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih 
dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Roslen 
saleh mengatakan bahwa yang dimaksut dengan : “ pertanggungjawaban 
pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap 
seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tndak pidana”12 
Dari uraian diatas maka dapat dipahami bahwa 
pertanggungjawaban pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang 
atas akibat dari apa yang seseorang sebabkan. Dan untuk 
pertanggungjawaban yang akan dibebankan  kepada seseorang harus 
dipastikan terlebih dahulu kesalahan yang ia perbuat seperti pelanggaran 
terhadap aturan yang ditetapkan dalam undang-undang maupun melawan 
hukum yang berlaku. 
Berdasarkan hal tersebut Andi Hamzah menjelaskan bahwa 
pembuat kesalahan (dader) harus ada unsur kesalahan dan bersalah yang 
harus memenuhi unsur: 
                                                          
       
11
 Mahrus Ali,Dasar-dasar Hukum Pidana,..hlm104. 
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 Roeslan Saleh. Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, (Jakarta:Aksara 
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a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapatnya 
dipertanggungjawabkan dari si pembuat kesalahan. 
b. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya 
sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa). 
c. Pelaku mempunyai kesadaran yang mana pelaku yang seharusnya 
dapat mengetahui akan adanya akibat yang ditimbulkan dari 
perbuatannya  
d. Tidak adanya dasar adanya peniadaan pidana yang menghapus 
dapatnya dipertanggungjawabkan suatu perbuatan kepada pembuat.  
Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang 
yang melakukan suatu tindak pidana atau melakukan perbuatan yang 
melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-undang 
maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatannya 
sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan 
perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan 
pidana apabila ia mempunyai suatu kesalahan. Seseorang mempunyai 
kesalahan apabila waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi 
masyarakat menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang 
telah dilakukan orang tersebut. 
Akan tetapi dalam hukum pidana tidak semua orang yang telah 
melakukan tindak pidana dapat dipidana, hal ini terkait dengan alasan 
pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf yaitu suatu suatu alasan 
tidak dapatnya seseorang dipidana dikarenakan keadaan orang tersebut 
dibenarkan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 48,pasal49, ayat (1), pasal 
50 dan pasal 51 KUHP. 
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Selain diatas, juga alasan pembenar yaitu tidak dapat dipidanannya 
seseorang yang telah melakukan tindak pidana dikarenakan Undang-
undang yang mengatur bahwa perbuatan tersebut dibenarkan. Hal ini 
dapat dilihat dalam pasal 48, pasal 49, ayat (1) 50 Dan 51 KUHP  
B. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam 
1. Pengertian Tindak Pidana (Jari>mah) 
Dalam Islam tindak pidana disebut sebagai jari>mah yaitu suatu 
perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan syar’i. Kata jari>mah 
dalam bahasa indonesia adalah perbuatan pidana, kata lain yang yang 
sering digunakan sebagai pandangan istilah jari>mah ialah katajina>yah. 
Hanya dikalangan fuqaha istilah jari>mah pada umunya digunakan 
untuk semua pelanggaran terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang 
oleh syara’ baik mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya. Dianggap 
sebagai jari>mah ataupun delik  apabila perbuatan memenuhi syarat dan 
rukun. Adapun rukun jari>mah dapat di kategorikan menjadi dua (2): 
pertama rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada 
setiap jari>mah. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus 
terpenuhi pada jenis jari>mah tertentu.13 
2. Unsur-unsur Jari>mah 
Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum jari>mah adalah:14 
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a. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas). Artinya setiap 
perbuatan yang dianggap melawan hukum dan pelakunnya tidak 
dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang 
mengaturnya. 
b. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah 
laku seseorang yang membentuk jari>mah, baik dengan sikap 
berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum 
pidana Islam disebut dengan ar-rukn al-madi{. 
c. Unsur moril (pelakunya mukallaf). Artinya pelaku jari>mah adalah 
orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadap 
jari>mah yang dilakukannya. Dalam syariat Islam unsur moril 
disebut dengan ar-rukn al-ada>bi.  
Sedangkan unsur khusus pada jari>mah ialah unsur yang hanya 
terdapat pada peristiwa pidana (jari>mah) tertentu dan berbeda 
antara unsur khusus pada jenis jari>mah yang satu dengan yang 
lainnya.
15
 
3. Macam-macam Jari>mah 
Jari>mah dalam pembagiannya terdapat beberapa macam, yaitu 
dilihat dari segi hukumannya jari>mah dibagi menjadi tiga, yaitu 
Jari>mahh}udud, jari>mah qish}as atau diyat, dan jari>mah ta’zi>r. 
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a. Jari>mah H{udu>d 
H{udu>d secara etimologis mempunyai banyak arti, yaitu sesuatu 
yang telah ditentukan hukuman, larangan, marah. Sedangkan 
hudud secara terminologis adalah hukuman yang telah ditentukan 
sebagai hak Allah SWT. Arti uqu>bah muqa>ddara>h adalah bahwa 
hukuman telah dibatasi, ditentukan, tidak ada pada hukuman itu 
batasan terendah dan batasan tertinggi, artinya bahwa hukuman itu 
adalah hak Allah SWT, dan bahwa hukuman itu tidak bisa 
digugurkan oleh individu-individu dan tidak pula oleh jamaah 
(kelompok).
16
 
Menurut Mardani, bahwa hukuman yang termasuk hak Tuhan 
ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum  
(masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan 
keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut 
akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat. Jari>mah-Jari>mah 
yang termasuk hak Allah SWT itu ada tujuh, yaitu: zina, qaza>f 
(menuduh zina), hira>bah (perampokan/pembegalan,gangguan 
keamanan), murtad dan pemberontakan (al-ba>gyu).17 
b. Jari>mah Qis}a>s}  
Qis}a>s}  secara etimologis adalah balasan dan perbuatan yang 
sama seperti seseorang perbuat. Sedangkan pengertian diyat secara 
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 Mardani, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta :Pustaka 
Pelajar, 2015),hlm 115.  
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Ibid,.hlm116.  
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etimologis adalah denda. Sedangkan pengertian qis}a>s} dan diyat 
secara terminologis adalah, Jari>mah qis}a>s} dan diyat adalah tindak 
pidana yang diancam dengan hukuman qishas dan diyat. Setiap 
qis}a>s}  dan diyat mempunyai hukuman yang telah ditentukan, 
sebagai hak perorangan. Maksud muqa>ddarah (Hukuman yang 
telah ditentukan) adalah bahwa qis}a>s} dan diyat mempunyai satu 
batasan, tidak ada baginya batasan-batasan tertinggi dan batas qis}a>s} 
yang terendah yang fleksibel antara keduannya. Maksut qis}a>s}  dan 
diyat sebagai hak perorangan adalah bahwa si korban mempunyai 
hak memaafkan pelaku tindak pidana, bila ia menghendaki. 
Apalagi telah memaafkan.Maka gugurlah hukuman.
18
 
Jari>mah qis}a>s}  dan diyat ada 5 (lima) yaitu, (1) pembunuhan 
sengaja, (2) pembunuhan semi sengaja, (3) pembunuhan tidak 
sengaja, (4) penganiyayaan sengaja dan (5) penganiyayaan tidak 
sengaja. 
Berdasarkan defini diatas Mardani menjelaskan bahwa, 
walaupun qis}a>s} itu telah ditentukan hukuman-hukumannya oleh 
Allah SWT, tapi qis}a>s}  juga merupakan hak individu (perorangan), 
yang apabilapihak korban memaafkan maka gugurlah hukuman-
hukumannya 
19
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c. Jari>mah Ta’zi>r 
Ta’zi>r secara bahasa berasal dari kata Azzara yauziru ta’zi>ran 
yang artinya mencegah dan menolak atau mendidik dan memukul 
dengan sangat. Sedangkan secara terminologis ta’zi>r adalah 
hukuman pendidikan yang dijatuhkan hakim terhadap tindak 
pidana yang belum ditentukan hukumannya oleh syari’at atau 
ditentukan hukumannya, akan tetapi tidak terpenuhi syarat 
pelaksanaanya seperti: bercumbu selain fara>j dan mencuri yang 
tidak terpenuhi oleh syarat untuk hukuman pemotongan tangan. 
20
 
Hukumanta’zi>r adalah hukuman pendidikan atas dosa-dosa 
(tindak pidana) yang belum ditentukan oleh syara. Hukuman ta’zi>r 
adalah sekumpulan-sekumpulan hukuman yang belum ditentukan 
jumlahnya, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti 
nasihat dan teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat, 
seperti kurungan dan dera, bahkan sampai pada hukuman mati 
dalam tindak pidana yang berbahaya. Hakim di delegasikan 
wewenang untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan 
tindak pidana serta diri pelakunya.
21
 
Adapun tindak pidana yang diancamkan hukuman ta’zi>r adalah 
setiap tindak pidana selain tindak pidana h{udu>d, qis}a>s}  dan diyat 
karena ketiga tindak pidana ini memiliki hukuman yang telah 
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ditentukan bentuk dan jumlahnya oleh syara. Ketika hukuman 
ta’zi>r dijatuhkan atas ketiga tindak pidana hukum tersebut, 
hukuman tersebut dikategorikan sebagai hukuman pokok, 
melainkan hukuman pengganti yang harus dijatuhkan ketika 
terhalangnya hukuman pokok (H{udu>d), seperti tidak sempurnanya 
syarat umtuk melaksamakam hukuman h{udu>d atau sanksi 
tambahan yang yang ditambahkan untuk hukuman pokok, seperti 
hukuman pengasingan dalam dalam tindak pidana zina (setelah 
hukuman dera) menurut Imam Hanifah atau hukuman ta’zi >r yang 
ditambahkan dalam hukuman h{udu>d pada tindak pidana pelukaan 
menurut Imam Malik, atau tambahan empat puluh kali dera bagi 
peminum minuman keras menurut Imam asy-Syafi’i.22 
Dalam hukum Islam, hukum ta’zi>r  terbagi menjadi beberapa 
macam. Pada pembahasan ini akan disebutkan beberapa hukuman 
ta’zi>r yang terpeting yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. 
Selain itu, harus diingat bahwa prinsip-prinsip hukum Islam tidak 
menolak untuk mengambil hukuman lain apapun juga yang dapat 
mewujudkan tujuan hukuman dalam hukum Islam. Macam-macam 
Hukuman ta’zi>r diantaranya:23 
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1) Sanksi ta’zi>r berkaitan dengan badan  
a)Hukuman mati.  
Pada dasarnya, hukuman ta’zi>r menurut hukum Islam 
bertujuan untuk mendidik. Hukuman ta’zi>r diperbolehkan 
jika ketika diterapkan biasanya akan aman dari akibatnya 
yang buruk. Artinya ta’zi>r tidak sampai merusak / 
membinasakan. Karena itu, tidak boleh ada hukuman mati 
atau pemotongan anggota badan dalam hukuman ta’zi>r. 24 
Sebagian besar fuqaha memberikan pengecualian dari 
aturan umum tersebut, yaitu memperbolehkan penjatuhkan 
hukuman mati sebagai hukuman ta’zi>r manakala 
kemaslahatan umum meghendaki demikian atau kerusakan 
yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali 
dengan jalan membunuhnya, seperti penjatuhan mati mata-
mata, penyeru bid’ah }, (pembuat fitnah), dan residivis yang 
berbahaya.
25
 
Mazhab Hanafi membolehkan sankzi ta’zi>r dengan 
hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-
ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. 
Contohya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina 
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Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi yang 
baru masuk Islam.
26
 
Kalangan Malikiyah dan sebagian Hanabilah juga 
membolehkan hukuman mati sebagai sanksi ta’zi>r  
tertinggi. Sanksi ini dapat dapat diberlakukan terhadap 
mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan pada 
bumi. Demikian pula sebagian Syafi’iyah yang 
membolehkan hukuman mati, seperti dalam kasus 
homoseks. Selain itu, hukuman mati juga boleh 
diberlakukan dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat 
yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah.
27
 
Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa sanksi ta’zi>r  
dengan hukuman mati diperbolehkan. Meskipun demikian, 
pembolehan ini harus disertai persyaratan yang ketat. 
Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut: 
(1) Jika terhukum adalah adalah residivis dimana 
hukuman-hukuman sebelumnya tidak memberi 
dampak apa-apa.  
(2) Harus dipertimbangkan betul dampak kemaslahatan 
umatserta pencegahan kerusakan yang menyebar 
dimuka bumi. 
28
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Dari pemaparan diatas Nurul Irfan memberikan 
kesimpulan, adalah hukuman mati sebagai sanksi ta’zi>r 
tertinggi hanya diberikan kepada pelaku Jari>mah yang 
berbahaya sekali yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, 
ketertiban masyarakat, disamping sanksi hudud tidak 
memberi pengaruh baginya.
29
 
b). Hukuman Cambuk 
Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan 
pelaku jari>mah ta’zi>r. Hukuman ini dalam jari>mah h{udu>d 
telah jelas jumlahnya bagi pelaku jari>mah zina g>airu 
muhsa>n dan jari>mah qadzf. Namun dalam jari>mah ta’zi>r, 
hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah 
cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi, dan 
tempat kejahatan.
30
 
Adapun mengenai jumlah maksimal hukuman 
cambuk dalam jari>mah ta’zi>r, ulama berbeda pendapat. 
(1) Mazhab Hanafi, yaitu tidak boleh melampaui batas 
hukumad had.  
(2) Tidak boleh lebih dari 39 kali, karena had bagi 
peminum khamr adalah 40 kali. 
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(3)  Abu Yusuf, yaitu tidak boleh lebih dari 79 kali, 
karena had bagi pelaku qazaf> adalah dicambuk 80 
kali.  
(4)  Ulama Malikiyah, sanksi ta’zi>r boleh melebihi had 
selama mengandung maslahat. Mereka 
berpedoman pada keputusan Umar bin Al-Khathab 
yang mencambuk Ma’an bin Zaidah 100 kali 
karena memalsukan stempel baitul mal.  
(5)  Ali pernah mencambuk peminum khamr pada siang 
hari di bulan Ramadhan sebanyak 80 kali dan 
ditambah 20 kali sebagai ta’zi>r.31 
Adapun pendapat ulama mengenai jumlah minimal 
cambukandalam Jari>mah ta’zi>r adalah:  
(1) Ulama hanafiyah. Batas terendah hukuman  ta’zi>r 
harus mampu memberi dampak preventif dan 
reprefis. 
(2)  Batas terendah satu kali cambukan 
(3) Ibnu Qodimah. Batas terendah tidak dapat 
ditentukan, diserahkan kepada ijtihad hakim sesuai 
tindak pidana, pelaku, waktu, dan 
pelaksanaannya.
32
 
                                                          
       
31
Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah,.. hlm 151. 
       
32
Ibid,. 
36 
 
Mengenai pelaksanaan hukuman cambuk, ulama 
menyebutkan ukuran cambuk tersebut mu’tadi >l, tidak 
kecil juga tidak besar. Adapun sifat dari hukuman cambuk 
dalam ta’zi>r adalah untuk memberikan pelajaran dan tidak 
boleh menimbulkan kerusakan. Apabila pelaku adalah 
seorang laki-laki, maka baju yang mengahalangi 
sampainya cambuk kulit harus dibuka. Sementara itu, 
apabia sipelaku, itu perempuan maka bajunya tidak boleh 
dibuka, karena auratnya akan terbuka. Hukuman cambuk 
diarahkan ke punggung tidak boleh diarahkan ke 
kepala,wajah, dan farji. Apabila diarahkan ketiga bagian 
itu, dikawatirkan akan menimbulkan cacat, bahkan bisa 
meningal dunia.
33
 
2). Sanksi ta’zi>r yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. 
a). Hukuman penjara  
Dalam bahasa Arab, ada dua istilah untuk hukuman 
penjara, yaitu al-habsu dan al-sijnu yang keduanya 
bermakna al-ma>n ‘u, yaitu mencegah, menahan,. 
Menurut Ibnu Al-Qayyim, al-habsu ialah menahan 
seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang 
melanggar hukum, baik itu dirumah, masjid, maupun 
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tempat lain. Demikianlah yang dimaksut dengan al-
habsu dimasa Nabi dan Abu Bakar. 
Dari pemahaman diatas kebanyakan ulama 
membolehkan ulil amri untuk membuat penjara. 
Sebaliknya ada pula ulama yang tidak membolehkannya 
karena Nabi dan Abu Bakar tidak membuatnya, 
meskipun beliau pernah menahan seseorang dirumahnya 
atau di masjid.  
Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok 
dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila 
hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak 
membawa dampak bagi terhukum, selanjutnya hukuman 
ini dibedakan menjadi dua , yaitu sebagai : 
(1) Hukuman Penjara Terbatas 
Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara 
yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman 
ini dterapkan antara lain untuk jari>mah penghinaan, 
menjual khamr, memakan riba, berbuka puasa disiang 
hari di bulan Ramadhan tanpa uzur, mengairi ladang 
dengan air milik orang lain tanpa izin dan bersaksi 
palsu. 
34
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Adapun mengenai lamanya hukuman penjara, tidak  
kesepakatan. sebagian ulama seperti dikemukakan 
oleh Imam Az-Zaila bahwa lamanya penjara adalah 
dua bulan, atau tiga bulan, atau kurang lebih. 
Sebagian lain berpendapat bahwa penentuan tersebut 
diserahkan kepada hakim.
35
 
(2) Hukuman penjara tak terbatas 
Hukuman penjara tak terbatas tidak dibatasi 
waktunya dan berlangsung terus sampai si terhukum 
meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat 
juga disebut dengan ukuman penjara seumur hidup, 
sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum 
positif Indonesia. Hukuman seumur hidup ini dalam 
hukum pidana Islam dikenakan pada penjahat yang 
sangat berbahaya. Misalnya, seorang yang menahan 
orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau 
seseorang yang mengikat orang lain lalu 
melemparkannya ke kandang harimau. Menurut Imam 
Abu Yusuf, apabila orang tersebut mati dimakan 
harimau itu, si pelaku dikenakan hukuman penjara 
seumur hidup. (sampai ia meninggal di penjara).
36
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Sementara itu, hukuman penjara tidak terbatas macam 
kedua (sampai ia bertaubat), dikenakan antara lain 
untuk orang yang dituduh membunuh, mencuri, 
melakukan homoseksual. Hukuman penjara yang 
dibatasi sampai ia bertaubat adalah untuk mendidik, 
hal ini hampir sama dengan lembaga pemasyarakatan 
yang menerapkan adanya remisi bagi terhukum yang 
terbukti ada tanda-tanda telah bertaubat. Menurut 
ulama seseorang dinilai bertaubat apabila ia 
memperlihatkan tanda-tanda perbaikan dalam dirinya. 
b). Hukuman Pengasingan 
      Hukuman pengasingan merupakan hukuman had, 
namun dalam praktik-praktiknya hukuman tersebut 
diterapkan juga sebagai hukuman ta’zi>r. Diantara 
hukuman ta’zi>r yang dikenakan hukuman pengasingan 
adalah orang yang berperilaku mukhawa>n (waria) yang 
pernah dilaksanakan oleh Nabi yang mengasingkannya 
keluar Madinah dan ketika Umar juga menjatuhi 
hukuman pengasingan dan cambuk terhadap Mu’an bin 
Zaidah karena telah memalsukan stempel baitul mal. 
Adapun mengenai tempat pengasingan fuqaha 
berpendapat bahwa menurut Imam Malik bin Anas, 
pengasingan artinya (membuang) pelaku dari negeri 
40 
 
Islam ke negeri non-Islam sedangkan menurut Imam 
Syafi’ijarak antara kota asal dan kota pengasingan sama 
seperti jarak perjalanan sholat qashar, sebab apabila 
pelaku diasingkan di daerah sendiri, pengasingan itu 
tidak menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggal.
37
 
Mengenai lamanya pengasingan, tidak ada 
kesepakatan dikalagan para fuqaha, tetapi ada pendapat 
yang menjelaskan bahwa, menurut Syafi’iyah dan 
Hanabilah, masa pengasingan tidak boleh lebih dari satu 
tahun agar tidak melebihi masa pengasingan jari>mah zina 
yang merupakan hukuman had. Sedangkan menurut 
Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa saja lebih 
dari satu tahun, sebab hukuman ta’zi>r, bukan hukuman 
had.
38
 
3). Hukuman Ta’zi>r yang Berkaitan dengan Harta  
       Hukuman ta’zi>r dengan mengambil harta bukan berarti 
mengambil harta pelaku untuk diri hakim maupun untuk kas 
negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. 
Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, 
hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan 
yang mengandung maslahat.
39
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 Pembagian hukuman ta’zi>r berupa harta ini meliputi 
beberapa bagian dengan memperhatikan pengaruhnya, yaitu 
meliputi menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya.  
Menghancurkan  harta yang dimaksud dalam konteks ini 
adalah penghancuran terhadap barang yang mengandung 
kemungkaran. Diantaranya, penghancuran patung milik orang 
Islam, Penghancuran alat dan tempat minum khamr. 
Penghancuran barang ini tidak selamanya merupakan suatu 
kewajiban dan dalam kondisi tertentu boleh dibiarkan atau 
disedekahkan. 
40
 
Mengubahnya, hukuman ta’zi>r yang berupa mengubah 
harta pelaku, antara lain mengubah patung yang disembah 
oleh umat muslim dengan cara memotong bagian kepalanya 
sehingga mirip pohon atau vas bunga 
Selain denda, hukuman ta’zi>r yang berkaitan dengan harta 
adalah penyitaan atau perampasan harta. Namun hal ini 
diperselisihkan oleh fuqaha. Jumhur ulama membolehkannya 
apabila persyaratan untuk mendapat jaminan atas harta tidak 
ndipenuhi persyaratan itu meliputi harta diperoleh dengan 
cara halal, harta digunakan sesuai dengan fungsinya, serta 
penggunaan harta tidak mengganggu hak orang lain.
41
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Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, ulil amri 
berhak menerapkan hukuman ta’zi>r berupa penyitaan atau 
perampasan sebagai sanksi atas perbuatan yang telah 
dilakukan.
42
 
4. Pertanggungjawaban Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam. 
Pertanggungjawaban dalam syariat Islam adalah pembebanan 
seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang 
dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut 
mengetahui maksud akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat 
pertanggungjawaban didasarkan atas tiga hal:
43
 
a. Adanya perbuatan yang dilarang. 
Asas pertanggungjawaban hukum adalah adanya perbuatan 
melawan hukum atau perbuatan maksiat yaitu melakukan hal-hal 
dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh hukum 
Islam. Pertanggungjawaban tindak pidana itu berbeda-beda sesuai 
dengan tingkat pelanggaran atau perbuatan maksiatnya. 
b. Perbuatan yang dikerjakan adalah hasil dari kemauan sendiri.  
Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya 
membebankan hukuman pada orang yang masih hidup dan 
mukallaf, hukum Islam juga menghampuni anak-anak dari 
hukuman yang semestinya dijatuhkan bagi orang dewasa kecuali ia 
ialah balig. 
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c. Dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan. 
Pelaku yang memang mempunyai niat bermakud untuk 
melawan hukum maka sanksinya (hukumannya) diperberat. Namun 
jika sebalikknya maka hukumannya diperingan. Dimaksudkan 
melawan hukum adalah melakukan prbuatan syar’i setelah 
diketahui syar’i melarang atau mewajibkan perbuatan tersebut. 
Perbuatan melawan hukum merupakan unsur pokok yang harus 
terdapat pada setiap tindak pidana, baik tindak pidana ringan atau 
tindak pidana berat, yang sengaja atau tidak disengaja. Adapun 
pengertian syariat (syar’i) adalah sesuatu yang menjadikan hukum 
Islam tergantung pada keberadaanya mengharuskan 
ketidakberadaan suatu hukum Islam.
44
 
Apabila ketiga hal diatas tidak ditemukan, maka perbuatan tadi 
tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya jika ketiga hal 
diatas diketemukan maka perbuatan tersebut bisa dimintai 
pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu  pelaku tindak pidana 
adalah harus mukallaf dan hal itu tidak hanya berlaku pada individu 
atau perorangan tetapi berlaku juga bagi badan hukum atau 
korporasi.  
Dari uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam 
diantaranya adalah manusia yang masih hidup dengan syarat 
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berakal sehat, mukallaf, dan atas kemauan sendiri tanpa adanya 
paksaan.  
Dalam hukum pidana islam pertanggungjawaban pidana dapat 
hapus karena hal-hal yang bertalian dengan perbuatan atau karena 
hal-hal yang bertalian dengan keadaan pelaku. Dalam keadaan 
yang pertama perbuatan yang dilakukan adalah mubah (tidak 
dilarang) sedangkan dalam keadaan yang kedua perbuatan yang 
dilakukan tetap dilarang tetapi pelakunya tidak dijatuhi hukuman. 
Sebab-sebab yang berkaitan dengan perbuatan disebut dengan 
asbab al-ibahah atau sebab dibolehkannya perbuatan yang 
dilarang. Sedangkan sebab-sebab yang berkaitan dengan keadaan 
pelaku disebut asbab raf’i al uqubah atau sebab hapusnya 
hukuman.
45
 
Asbab al-ibahah atau sebab dibolehkannya perbuatan yang 
dilarang pada umumnya berkaitan dengan pelaksanaan dan 
kewajiban. Dengan demikian, perbuatan-perbuatan yang bagi 
masyarakat pada umumnya dilarang, kadang-kadang untuk orang 
tertentu dibolehkan karena hal itu merupakan pelaksaan hak dan 
kewajiban. Misalnya pembunuhan adalah suatu perbuatan yang 
dilarang oleh syara’ akan tetapi bagi seorang algojo yang bertugas 
melaksanakan hukuman mati, membunuh itu dibolehkan, karena 
pada saat itu ia melaksanakan kewajibannya.  
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Asbab raf’i al-uqubah atau sebab hapusnya hukuman. Tidak 
mengakibatkan perbuatan yang dilakukan itu dibolehkan, 
melainkan tetap pada asalnya yaitu dilarang . hanya saja oleh 
karena keadaan pelaku tidak memungkinkan dilaksanakannya 
hukuman, ia dibebaskan dari hukuman. Sebab-sebab hapusnya 
hukuman ini ada empat macam yaitu, (1) paksaan, (2) mabuk, (3) 
gila, (4) dibawah umur.
46
 
C. Tindak Pidana  Illegal logging.  
1. Pengertian Illegal logging 
Pengertian “Illegal Logging” dalam peraturan perundang-undangan 
yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, 
terminologi illegal logging dapat dilihat dari pengertian secara harfiah 
yaitu dari bahasa Inggris. Dalam The Contemporary English 
Indonesian Dictionary, “illegal” artinya tidak sah, dilarang atau 
bertentangan dengan hukum, haram. Dalam Black’s Law Dictionary 
illegal artinya “forbiden by law, unlawdull” artinya yang dilarang 
menurut hukum atau tidak sah. “Log” dalam bahasa Inggris artinya 
batang kayu atau kayu gelondongan, dan “logging” artinya menebang 
kayu dan membawa ke tempat gergajian.
47
 
Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat disimpulkan 
bahwa illegal logging menurut bahasa berarti menebang kayu 
kemudian membawa ketempat gergajian yang bertentangan dengan 
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hukum atau tidak sah menurut hukum atau biasa disebut dengan 
pembalakan liar .
48
 Kemudian dalam Undang-undang No 18 Tahun 
2013 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan dan Pengerusakan hutan 
dijelaskan bahwa Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan 
hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi.49 
Menurut Tacconi, pembalakan liar atau kegiatan hutan illegal 
meliputi semua tindakan illegal yang berhubungan dengan ekosisem 
hutan, demikian juga industri yang berhubungan dengan hutan dan 
hasil hutan kayu serta non kayu. Kegiatan itu meliputi tindakan yang 
melanggar, hak-hak atas lahan hutan, melakukan korupsi untuk 
mendapatkan konsesi hutan (izin untuk membuka tambang,menebang 
hutan dan pengumpulan disuatu tempat untuk menggarap pekerjaan 
secara intensif serta dilarang meninggalkan tempat kerja selama ke 
giatan berlangsung), dan semua kegiatan pada seluruh tahap 
pengelolaan hutan dan rantai produksi barang dari hutan, dari tahap 
penanaman hingga penebangan dan pengangkutan bahan baku serta 
bahan jadi jumlah pengelolaan keuangan
50
 
Dalam tindak pidana illegal logging, peran hukum dan keadilan 
lingkungan harus di perlukan karna hukum lingkungan di perlukan 
sebagai alat pergaulan sosial dalam masalah lingkungan dan perangkat 
hukum di butuhkan dalam rangka menjaga supaya lingkungan dan 
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sumber daya alam dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung atau 
kondisi kemampuan lingkungan itu sendiri. Dalam hukum lingkungan 
diatur tentang objek dan subyek, yang masing-masing adalah 
lingkungan dan manusia. Lingkungan hidup sebagai objek erauran 
dilindungi dari perbuatan manusia supaya interaksi antara keduanya 
tetap berada dalam suasana serasi dan saling mendukung
51
 
Menurut pendapat Haryadi Kartodiharjo, Illegal logging merupakan 
penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-
undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara 
atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan 
lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan
52
 
Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan 
bahwa illegal logging adalah segala rangkaian kegiatan dibidang 
kehutanan diantaranya, penebangan hutan dan pengangkutan hasil 
hutan yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib serta 
melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak 
sah atau bertentangan dengan hukum, oleh karena itu di pandang 
perbuatan yang dapat merusak hutan. 
2. Faktor Yang Mempengaruhi Illegal Logging. 
Dilihat dari pengertian tentang illegal logging yang bertitik tolak 
dari perilaku yang dapat merusak hutan, maka praktik Illegal Logging 
ini dapat dikelompokan menjadi dua bagian yaitu :
53
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a. Illegal logging yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak 
mempunyai izin yang di buat oleh pemerintah yang 
kebanyakan pelakunya ialah masyarakat kecil yang hasilnya 
dijual kepada penadah hasil hutan.  
b. Illegal logging yang dilakukan oleh pihak-pihak yang 
mempunyai izin dari pemerintah  namun dalam melakukan 
kegiatan usahanya itu cenderung merusak hutan yaitu 
melakukan penebangan diluar konsensinya (over cutting), 
melanggar persyaratan yang seperti yang ditetapkan dalam 
konsensinya, kolusi dengan pejabat atau aparat, pemalsuan 
dokumen dan manipulasi kebijakan. 
 
Faktor yang menyebabkan suburnya Ilegal logging pada tingkat lokal 
dan memungkinkan illegal logging meluas dengan cepat yaitu : 
54
 
a. Faktor-faktor yang berkaitan dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi 
penduduk di desa-desa dekat hutan .  
Faktor ini dipengaruhi  oleh unsur-unsur kebutuhan lapangan kerja 
dan pendapatan, pengaruh tenaga kerja lain yang sudah bekerja secara 
illegal, ketidak puasan masyarakat terhadap kebijakan kehutanan 
pusat, dukungan terhadap hutan lestari. 
Pada tingkat masyarakat yang paling penting adalah tersedianya 
lapangan pekerjaan dan pendapatan dalam upaya meningkatkan 
kesejahteraannya  kesediaan masyarakat bekerja secara melanggar 
hukum (illegal) dipengaruhi kuat oleh kenyataan bahwa masyarakat 
yang lain juga bekerja demikian.  
Faktor lain yang sangat berpengaruh terhadap laju Illegal logging 
ialah ketidak puasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah pusat 
dalam pengelolahan sumber daya hutan. Ketidak puasan dan 
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kebencian masyarakat merupakan dampak dari kebijakan pemerintah 
di masa lampau yang mengekploitasi hutan kemudian hasilnya dibawa 
ke pusat sementara hanya sedikit yang dikembalikan ke wilayah 
aslanya sehingga masyarakat sekitar merasa di rugikan. 
55
 
Pemerintah dalam upaya pengelolaan hutan  seringkali memberikan 
konsesi kepada perusahaan-perusahaan besar dengan mengabaikan 
hak-hak adat masyarakat pribumi, sementara militer dan polisi yang 
menjaga konsesi-konsesi tersebut tentu mempunyai kecenderungan 
untuk membela perushaan pengelola kayu karena dibayar untuk 
menjaganya. Kondisi demikian yang akhirnya menanamkan rasa 
kebencian dan ketidakpuasan masyarakat adat setempat atas kebijakan 
pengelolaan hutan yang sentralistik tersebut. Perasaan ketidakpuasan 
masyarakat terhadap kebijakan pemerintah juga mempengaruhi 
pandangan dan dukungan masyarakat terhadap pengelolaan hutan 
lestari. Melemahnya pandangan kolektif dan positif terhadap hutan 
akan mendorong lebih banyak partisipasi masyarakat dalam illegal 
logging. 
56
 
b. Faktor ekonomi suplay dan permintaan normal berkaitan dengan 
industri penebangan kayu .
57
 
Dalam faktor ini di pengaruhi oleh unsur-unsur seperti kebutuhan 
kapasitas terpasang kayu industri kayu dalam negeri dan permintaan 
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kayu dari luar negeri, kemampuan pasokan kayu dan kebijakan jatah 
kayu tebangan, tinggi rendahnya laba dari perusahaan industri kayu.  
Besarnya kapasitas industri kayu terpasang di daerah akan 
menimbulkan naiknya permintaan akan pasokan kayu yang 
mengarah kepada pemanenan kayu yang berlebihan. Kemampuan 
pasokan kayu dan kemampuan penyediaan industri perkayuan yang 
legal yang tidak sebanding dengan tingginya permintaan terhadap 
kayu didalam dan diluar negeri, sehingga terjadi ketimpangan antara 
persediaan dan permintaan kemudian menimbulkan permintaan 
tambahan akan kau yang diambil dari hasil illegal logging. 
Tingginya permintaan dan rendahnya persediaan kayu menurunkan 
laba dari perusahaan industri kayu, sehingga untuk mempertahankan 
laba itu, dimungkinkan membeli kayu illegal yang lebih murah dan 
resikonya rendah.
58
 
Ketidak seimbang antara kebutuhan dan pasokan akan 
mengakibatkan defisit perusahaan maka jalan termudah untuk 
memenuhi defisit kayu tersebut adalah melalui illegal logging . 
permintaan akan kayu itu juga akan menimbulkan permintaan akan 
tenaga kerja dan akan menyediakan lapangan pekerjaan bagi 
masyarakat lokal. Dengan demikian faktor ini kemudian 
memengaruhi maupun dipengaruhi oleh faktor yang berkaitan 
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dengan nilai-nilai masyarakat dan situasi penduduk di kawasan 
hutan.
59
 
c. Faktor yang berkaitan dengan pengusaha dan pengaruhnya pada, serta  
kolusi dengan, para politisi dan pemimpin setempat 
60
 
Dalam faktor ini dipengaruhi oleh unsur-unsur seperti keuntungan 
yang diperoleh perusahaan kayu, besarnya pengaruh pengusaha kayu 
dan bos-bos penebangan terhadap pejabat lokal, besarnya partisipasi 
pejabat lokal dalam kegiatan illegal logging dan besarnya kerjasama 
yangdilakukan oleh pengusaha dengan penguasa atau pejabat lokal. 
Faktor ketiga ini dapat terjadi karena pejabat lokal mempunyai 
kekuasaan untuk memberikan konrak akses pada lahan hutan dan 
memastikan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan ditegakan 
arau diabaikan. Kemudian para pengusaha pemilik modal atau dana 
yang diperoleh dari keuntungan bisnis kayu. Peristiwa hukum yang 
terjad disini adalah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
61
 
Ketika keuntungan yang diperoleh oleh pengusaha dan kegiatan 
bisnisnya meningkat, maka pengaruh para pengusaha kayu tersebut 
akan semakin kuat sehingga dimungkinkan untuk merayu pejabat 
lokal untuk memberiikan izin untuk melakukan penebangan secara 
illegal guna meningkatkan keuntungan atau laba. Dalam beberapa 
kasus kolusi diperlukan untuk mendapatkan akses pada hutan yang 
sudah dialokasikan untuk penggunaan lain, terutama jika sudah 
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sebagian besar hutan telah dialokasikan, kemudian untuk 
melaksanakan operasi menyewa penduduk setempat atau jika 
penduduk setempat tidak bersedia, mendatagkan tenaga dari kota. 
62
 
Menurut Dudley sebagaimana dikutip oleh Nurdjana yaitu bahwa 
semakin kuatnya pengaruh pengusaha terhadap pejabat lokal akan 
meningkatkan partisipasi kerjasama illegal yang kemudin berpengaruh 
kepada peningkatan laba bagi pengusaha kayu tersebut. Ketika illegal 
logging meningkat dan potensi akan pendapatan masyarakat menjadi 
jelas, maka kegiatan illegal logging juga semakin diterima oleh 
masyarakat bahkan masyarakat menjadi tergantung pada kegiatan 
tersebut dan melihat bahwa kegiatan akan tetap terjadi meskipun tanpa 
keterlibatan masyarakat. 
63
 
Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa praktik-praktik kolusi 
dalam dunia bisnis dibidang kehutanan menjadi sangat rentan apabila 
kekuatan sistem hukum tidak mampu untuk mengatasi masalah 
tersebut. Proses kegiatan illegal logging akan terus berjalan jika 
kekuatan sistem hukum tidak dapat menanggulangi. Akan tetapi 
ketika kekuatan sistem hukum diperkuat maka dalam kegiatan illegal 
yang kemudian menurunkan hasil atau keuntungan bagi pengusaha 
kayu yang pada akhirnya melemahkan pengaruh pengusaha-
pengusaha kayu tersebut bagi pejabat lokal. Maka disinilah letak 
pentingnya kekuatan sistem hukum dalam kegiatan menanggulangi 
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kegiatan illegal logging. Kekuatan sistem hukum tetap harus didukung 
oleh unsur-unsur seperti  instrumen ukum yang efektif, penegak 
hukum yang profesional dalam arti memiliki integritas moral, 
pendidikan dan kesejahteraan yang baik, kemudian sarana dan 
prasarana yang memadai dan dana operasioal yang cukup, konsistensi 
aturan yang terkait dengam kehutanan, koordinasi antar instansi 
terkait yang sinergis dan dukungan dari berbagai pihak terutama 
pemerintah dan seluruh masyarakat.
64
 
3. Dampak Illegal logging 
Penebangan hutan secara ilegal itu sangat berdampak terhadap 
keadaan ekosistem di Indonesia. Penebangan hutan yang dilakukan 
secara illegal tidak hanya merugikan negara tetapi juga  memberi 
dampak yang sangat merugikan masyarakat sekitar, dan bahkan 
masyarakat dunia. Kerugian yang diakibatkan oleh kerusakan hutan 
tidak hanya kerusakan secara nilai ekonomi, akan tetapi juga 
mengakibatkan kerugian ekologis yang tidak ternilai harganya. 
Bambang Tri Bawono dalam penelitiannya mengatakan bahwa 
adapun dampak-dampak illegal Logging sebagai berikut;
65
  
a. Dampak yang sudah mulai terasa sekarang ini adalah pada saat 
musim hujan wilayah Indonesia sering dilanda banjir dan tanah 
longsor. 
b. Illegal Logging juga mengakibatkan berkurangnya sumber mata 
air di daerah perhutanan. Pohon-pohon di hutan yang biasanya 
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menjadi penyerap air untuk menyediakan sumber mata air untuk 
kepentingan masyarakat setempat, sekarang habis dilalap para 
pembalak liar. 
c. semakin berkurangnya lapisan tanah yang subur. Lapisan tanah 
yang subur sering terbawa arus banjir yang melanda Indonesia. 
Akibatnya tanah yang subur semakin berkurang. 
d. Illegal Logging juga membawa dampak musnahnya berbagai 
fauna dan flora, erosi, konflik di kalangan masyarakat, devaluasi 
harga kayu, hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya 
pendapatan negara dan daerah dari sektor kehutanan, kecuali 
pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh 
pihak terkait. 
e. Dampak yang paling kompleks dari adanya Illegal Logging ini 
adalah global warming yang sekarang sedang mengancam dunia 
dalam kekalutan dan ketakutan yang mendalam. Keenam Kasus 
illegal logging yang terjadi dimana-mana, sehingga 
mengakibatkan tidak saja kerugian bagi Negara, tetapi juga 
mengakibatkan kerugian bagi kelangsungan mahkluk hidup 
disekitarnya yang kemudian berdampak pada terjadinya bencana 
alam 
4. Upaya penanggulangan Illegal logging.  
Akibatnya illegal logging masih marak terjadi di belahan bumi 
Indonesia. Adapun beberapa solusi untuk mengatasi illegal logging 
adalah sebagai berikut :
66
 
a. Reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. 
b. Menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. 
c. Manipulasi lingkungan serta pengendalian hama dan penyakit juga 
bisa dilakukan untuk memulihkan kembali hutan di Indonesia. 
d. Penanaman hutan secara intensif menjadi pilihan terbaik karena 
bisa diprediksi.  
e. Sehingga, kebutuhan kayu bisa diperhitungkan tanpa harus 
merusak habitat hutan alam yang masih baik. Penanggulangan 
illegal logging tetap harus diupayakan hingga kegiatan illegal 
logging berhenti sama sekali sebelum habisnya sumber daya hutan 
dimana terdapat suatu kawasan hutan tetapi tidak terdapat pohon-
pohon di dalamnya.  
 
Penanggulangan illegal logging dapat dilakukan melalui 
kombinasi dari upaya-upaya pencegahan (preventif), penanggulangan 
(represif) dan upaya monitoring (deteksi).
67
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a. Deteksi terhadap adanya kegiatan penebangan liar. 
Kegiatan-kegiatan deteksi mungkin saat ini telah dilakukan, 
namun walaupun diketahui atau ada dugaan terjadi kegiatan illegal 
logging tindak lanjutnya tidak nyata. Meski demikian aksi untuk 
mendeteksi adanya illegal logging tetap harus terus dilakukan, 
namun harus ada komitmen untuk menindaklanjuti dengan proses 
penegakan hukum yang tegas dan nyata di lapangan. Kegiatan 
deteksi dapat dilakukan melalaui kegiatankegiatan sebagai berikut : 
1) Deteksi secara makro, misalnya melalui potret udara sehingga 
diketahui adanya indikator penebangan liar seperti jalur 
logging, base camp, dsb. 
2)  Ground checking dan patroli. 
3) Inspeksi di tempat-tempat yang diduga terjadi penebangan liar. 
4) Deteksi di sepanjang jalur-jalur pengangkutan. 
5) Inspeksi di log pond IPKH. 
6) Inspeksi di lokasi Industri.  
7) Melakukan timber tracking. 
8) Menerima dan menindaklanjuti adanya informasi yang datang 
dari masyarakat.  
9) Pemeriksaan dokumen (ijin, angkutan dan laporan) perlu lebih 
intensif, terutama dokumen laporan dengan meneliti lebih 
seksama laporan-laporan yang mengandung kejanggalan-
kejanggalan. 
 
b. Tindak prefentif untuk mencegah terjadinya illegal logging. 
Tindakan preventif merupakan tindakan yang berorientasi ke depan 
yang sifatnya strategis dan merupakan rencana aksi jangka menengah 
dan jangka panjang, namun harus dipandang sebagai tindakan yang 
56 
 
mendesak untuk segera dilaksanakan. Kegiatan preventif dapat 
dilakukan melalui:
68
 
1) Pembangunan kelembagaan (Capacity Building) yang menyangkut 
perangkat lunak, perngkat. 
2) keras dan SDM termasuk pemberian reward and punishment.  
3) Pemberdayaan masyarakat seperti pemberian akses terhadap 
pemanfaatan sumber daya hutan agar masyarakat dapat ikut 
menjaga hutan dan merasa memiliki, termasuk pendekatan kepada 
pemerintah daerah untuk lebih bertanggung jawab terhadap 
kelestarian hutan. 
4) Pengembangan sosial ekonomi masyarakat seperti menciptakan 
pekerjaan dengan tingkat upah/ pendapatan yang melebihi upah 
menebang kayu liar : misalnya upah bekerja di kebun kelapa sawit 
diusahakan lebih tinggi/sama dengan menebang kayu liar, 
pemberian saham dan sebagainya. 
5)  Peningkatan dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang 
profesionalisme SDM.  
6) Pemberian insentif bagi masyarakat yang dapat memberikan 
informasi yang menjadikan pelaku dapat ditangkap. 
7) Pengembangan program pemberdayaan masyarakat. 
8)  Melakukan seleksi yang lebih ketat dalam pengangkatan pejabat 
(fit and proper test). 
9) valuasi dan review peraturan dan perundang-undangan. 
10) Perbaikan mekanisme pelelangan kayu hasil tangkapan datau 
temuan. 
11) Relokasi fungsi kawasan hutan dengan lebih rasional. 
12) Penegasan Penataan batas kawasan hutan.  
13) Restrukturisasi industri pengolahan kayu, termasuk penghentian 
HPHH dan ijin HPH skala kecil. 
 
c. Tindakan supresi (represif) 
Tindakan represif merupakan tindakan penegakan hukum mulai 
dari penyelidikan, penyidikan sampai ke pengadilan. Untuk itu harus 
ada kesamaan persepsi antara masing-masing unsur penegak hukum 
yaitu penyidik (Polri dan PPNS), jaksa penuntut dan hakim. Karena 
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besarnya permasalahan illegal logging, tindakan represif harus mampu 
menimbulkan efek jera sehinga pemberian sanksi hukum harus tepat.
69
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BAB III 
GAMBARAN UMUM ILLEGAL LOGGING DALAM HUKUM POSITIF 
Dalam upaya mencegah terjadinya pembalakan liar (illegal logging), 
pemerintah telah mengeluarkan aturan perundang-undangan mulai dari 
Peraturan Perundang-undangan Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan 
sampai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang 
Pemberantasan dan Pencegahan Perusakan Hutan. Illegal Logging merupakan 
kejahatan dibidang kehutanan yang terorganisir sehingga pemerintah 
Indonesia membuat berbagai kebijakan guna mencegah kerusakan hutan dan, 
memberikan  perlindungan terhadap hutan, serta memberikan sanksi bagi 
pelaku tindak pidana dibidang kehutanan guna memberikan efek jera.  
Banyak hal yang menyebabkan terjadinya illegal logging, illegal logging 
ini muncul tidak hanya dari masyarakat yang tinggal dikawasan hutan ataupun 
msyarakat pada umumnya tetapi juga dilakukan oleh pihak korporasi yang 
melakukan pemalsuan izin maupun dokumen atas surat-surat pemanfaatan 
hasil hutan. 
Mengingat bahwa illegal logging ataupun biasa disebut pembalakan liar 
merupakan suatu perbuatan pidana yang meliputi rangkaian kegiatan dibidang 
kehutanan yang dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwajib serta melawan 
hukum yang berlaku dalam Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang 
Pemberantasan dan Pengerusakan Hutan dijelaskan terdapat 23 kategori 
perbuatan pidana dibidang kehutanan yang dilarang sebagaimana 
59 
 
penjelasannya dalam pasal 12 sampai dengan pasal 28 yang diancam 
hukuman yang ketentuan pidananya terdapat dalam pasal 82 sampai dengan 
pasal 104. Kemudian dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan mengenai 
ketentuan sanksinya untuk pelaku seseorang atau perseorangan dan korporasi. 
Larangan dan hukuman tersebut meliputi: 
1. Menebang pohon dalam kawasan hutan (Pasal 12 a, b, dan c.). 
Diancam dengan hukuman yang dijelaskan dalam pasal 82. 
sebagaimana ketentuan pidana pasal 82 tertulis yaitu bagi pelaku pidana  
seseorang atau perseorangan  dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda 
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dan bagi 
korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
1
 
2. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan atau 
memiliki hasil hutan tanpa izin dan dilengkapi surat sahnya hasil hutan  
(Pasal 12 huruf d dan huruf e).  
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Diancam dengan hukuman yang dijelaskan dalam pasal 83. 
Sebagaimana ketentuan pidana pasal 83 tertulis yaitu, bagi pelaku pidana 
seseorang atau perseorangan dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda 
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dan bagi 
korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
2
 
3. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil 
pembalakan liar (Pasal 12 huruf h). 
Diancam dengan hukuman yang dijelaskan dalam pasal 83. 
Sebagaimana ketentuan pidana pasal 83 tertulis yaitu, bagi pelaku pidana 
seseorang atau perseorangan dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda 
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dan bagi 
korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 
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Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 
4. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, 
atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang 
berwenang (Pasal 12 huruf f). 
Diancam dengan hukuman yang dijelaskan dalam pasal 84. 
Sebagaimana ketentuan pidana pasal 84 tertulis yaitu, bagi pelaku pidana 
seseorang atau perseorangan dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda 
paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).Dan bagi 
korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat2 (dua) tahun dan 
paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit 
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
3
 
5. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut 
diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan 
hutan tanpa izin pejabat yang berwenang (Pasal 12 huruf g). 
Diancam dengan hukuman yang dijelaskan dalam pasal 85. 
Sebagaimana ketentuan pidana pasal 85 tertulis yaitu, bagi pelaku pidana 
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seseorang atau perseorangan dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana 
denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling 
banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dan bagi korporasi 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat5 (lima) tahun dan paling 
lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00  (lima belas miliar rupiah).
4
 
6. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau 
udara; (Pasal 12 huruf i) menyelundupkan kayu yang berasal dari atau 
masuk ke wilayah RI melalui sungai, darat, laut, atau udara (Pasal 12 
huruf j). 
Diancam dengan hukuman yang dijelaskan dalam pasal 86. 
Sebagaimana ketentuan pidana pasal 86 tertulis yaitu, bagi pelaku pidana 
seseorang atau perseorangan dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda 
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).Dan bagi 
korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkatsingkat 5 (lima) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling 
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sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
5
 
7.  Terima, beli, jual, terima tukar, terima titipan, dan/atau memiliki hasil 
hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar; (Pasal 12 huruf k); 
membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal 
dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; (Pasal 
12 huruf l) menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, 
menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari 
kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah (Pasal 12 
huruf m). 
Diancam dengan hukuman yang dijelaskan dalam pasal 87. 
Sebagaimana ketentuan pidana pasal 87 tertulis yaitu, bagi pelaku pidana 
seseorang atau perseorangan dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda 
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).Dan bagi 
korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkatsingkat5 (lima) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling 
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sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
6
 
8. Mengangkut hasil hutan kayu tanpa memiliki dokumen yang SKSHH 
(Pasal 16) memalsukan SKSHH dan/atau menggunakan SKSHH yang 
palsu (Pasal 14); dan/atau menyalahgunakan dokumen angkutan hasil 
hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 15 ). 
Diancam dengan hukuman yang dijelaskan dalam pasal 88. 
Sebagaimana ketentuan pidana pasal 88 tertulis yaitu, bagi pelaku pidana 
seseorang atau perseorangan dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda 
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Dan bagi 
korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkatdipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima 
miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar 
rupiah). 
9. Penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri (Pasal 17 ayat (1) 
huruf b),  membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim 
atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan 
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penambangan dan/atau angkut hasil tambang di dalam kawasan hutan 
tanpa izin Menteri (Pasal 17 ayat (1) huruf a). 
Diancam dengan hukuman yang dijelaskan dalam pasal 89. 
Sebagaimana ketentuan pidana pasal 89 tertulis yaitu, bagi pelaku pidana 
seseorang atau perseorangan dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana 
denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 
Dan bagi korporasi dipidana dengan pidana penjara paling 
singkatdipidana dengan pidana penjara palingsingkat 8 (delapan) tahun 
dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
7
 
10. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari 
kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat 
(1) huruf c). 
Diancam dengan hukuman yang dijelaskan dalam pasal 90. 
Sebagaimana ketentuan pidana pasal 90 tertulis yaitu, bagi pelaku pidana 
seseorang atau perseorangan dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana 
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denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)..Dan 
bagi korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkatdipidana 
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 
(lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas 
miliar rupiah).
8
 
11. Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang 
berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin 
(Pasal 17 ayat (1) huruf d); membeli, memasarkan, dan/atau mengolah 
hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa 
izin (Pasal 17 ayat (1) huruf e). 
Diancam dengan hukuman yang dijelaskan dalam pasal 91. 
Sebagaimana ketentuan pidana pasal 91 tertulis yaitu, bagi pelaku pidana 
seseorang atau perseorangan dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana 
denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan 
bagi korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat5 (lima) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling 
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sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
9
 
12. Perkebunan tanpa izin Menteri dalam kawasan hutan (Pasal 17 ayat (2) 
huruf b), membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim 
atau patut diduga akan digunakan kegiatan perkebunan dan/atau 
mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri 
(Pasal 17 ayat (2) huruf a). 
Diancam dengan hukuman yang dijelaskan dalam pasal 92. 
Sebagaimana ketentuan pidana pasal 92 tertulis yaitu, bagi pelaku pidana 
seseorang atau perseorangandipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana 
denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan 
bagi korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat8 (delapan) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
10
 
13. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal 
dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 
ayat (2) huruf c). Menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan 
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hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin (Pasal 17 ayat (2) huruf d), dan/atau membeli, 
memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang 
berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin 
(Pasal 17 ayat (2) huruf e). 
Diancam dengan hukuman yang dijelaskan dalam pasal 93. 
Sebagaimana ketentuan pidana pasal 93 tertulis yaitu, bagi pelaku pidana 
seseorang atau perseorangan dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta pidana 
denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta 
rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan 
bagi korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat5 (lima) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
11
 
14.  Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar 
dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf a), 
melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar 
dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf 
c),mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara 
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tidak sah secara langsung atau tidak langsung (Pasal 19 huruf d), dan/atau 
mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau 
hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak 
ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri (Pasal 19 huruf f). 
Diancam dengan hukuman yang dijelaskan dalam pasal 94. 
Sebagaimana ketentuan pidana pasal 94 tertulis yaitu, bagi pelaku pidana 
seseorang atau perseorangan dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta 
pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dan 
bagi korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat10 (sepuluh) 
tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit 
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
12
 
15. Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, 
ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya (Pasal 19 huruf g), 
menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, 
menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri 
dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta harta 
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kekayaan lainnya yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil 
pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak 
sah (Pasal19 huruf h), menyembunyikan atau menyamarkan asal usul 
harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar 
dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga 
seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah (Pasal 19 huruf i).  
Diancam dengan hukuman yang dijelaskan dalam pasal 95. 
Sebagaimana ketentuan pidana pasal 95 tertulis yaitu, bagi pelaku pidana 
seseorang atau perseoranganpidana penjara paling singkat 8 (delapan) 
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling 
sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).Dan bagi korporasi 
dipidana dengan pidana penjara paling singkat10 (sepuluh) tahun dan 
paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit 
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
13
 
16. Merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan (Pasal 25); dan/atau 
merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan 
hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang 
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berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk 
dan/atau luasan kawasan hutan (Pasal 26); 
Diancam dengan hukuman yang dijelaskan dalam pasal 97. 
Sebagaimana ketentuan pidana pasal 97 tertulis yaitu, bagi pelaku pidana 
seseorang atau perseorangan dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda 
paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dan bagi 
korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat4 (empat) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
14
 
17. Turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar 
dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 19 huruf b). 
Diancam dengan hukuman yang dijelaskan dalam pasal 98. 
Sebagaimana ketentuan pidana pasal 98 tertulis yaitu, bagi pelaku pidana 
seseorang atau perseorangan dipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda 
paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).Dan bagi 
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korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
15
. 
18. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar 
dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah (pasal 19 huruf e).  
Diancam dengan hukuman yang dijelaskan dalam pasal 99. 
Sebagaimana ketentuan pidana pasal 99 tertulis yaitu, bagi pelaku pidana 
seseorang atau perseorangandipidana dengan pidana penjara paling 
singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta 
pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) 
dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). ). Dan 
bagi korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat10 (sepuluh) 
tahun dan paling lama seumur hidup serta pidana denda paling sedikit 
Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
16
 
19. Mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun 
tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah (Pasal 20). 
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Diancam dengan hukuman yang dijelaskan dalam pasal 100. 
Sebagaimana ketentuan pidana pasal 100 tertulis yaitu, bagi pelaku 
pidana seseorang atau perseorangan dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan 
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).Dan bagi 
korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
17
 
20. Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan 
hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi (Pasal 21). 
Diancam dengan hukuman yang dijelaskan dalam pasal 101. 
Sebagaimana ketentuan pidana pasal 101 tertulis yaitu, bagi pelaku 
pidana seseorang atau perseorangan dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana 
denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling 
banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Dan bagi 
korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 
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Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
18
 
21.  Menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana 
pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah( Pasal 
22). 
Diancam dengan hukuman yang dijelaskan dalam pasal 102. 
Sebagaimana ketentuan pidana pasal 102 tertulis yaitu, bagi pelaku 
pidana seseorang atau perseorangan dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta 
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan bagi 
korporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).  
22. Melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas 
yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah ( Pasal 23).  
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Diancam dengan hukuman yang dijelaskan dalam pasal 103. 
Sebagaimana ketentuan pidana pasal 103 tertulis yaitu, bagi pelaku 
pidana seseorang atau perseorangandipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun serta 
pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan bagi 
koorporasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat5 (lima) tahun 
dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit 
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak 
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
19
 
23. Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya 
perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai 
dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak menjalankan tindakan sesuai 
dengan kewenangannya; Setiap pejabat yang melakukan kelalaian dalam 
melaksanakan tugas (Pasal 28 huruf h). 
Diancam dengan hukuman yang dijelaskan dalam pasal 104. 
Sebagaimana ketentuan pidana pasal 104 tertulis yaitu, dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima 
belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu 
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miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima 
ratus juta rupiah). 
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BAB IV 
KONSEPTUAL FIQH JINAYAH TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL   
LOGGING  
 
A. Analis Bentuk-Bentuk Illegal Logging.  
Dari pembagian Klasifikasi  illegal logging sebagaimana dijelaskan dalam 
bab III diatas, maka dapat dipahami bahwa terdapat 23 kategori tindak pidana 
illegal logging yang  diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2013 
Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pengerusakan Hutan. Ketentuan 
larangan illegal logging ini dijelaskan dalam pasal 12 sampai dengan pasal 28 
yang diancam dengan pidana penjara, pidana adminitrasi,dan pidana  
tambahan yang ketentuan pidanannya dijelaskan dalam pasal 82 sampai 
dengan 104. yang menjadi bentuk dan kategori dalam illegal logging 
diantaranya : 
1. Menebang pohon dalam kawasan hutan. 
2. menguasai dan atau memiliki hasil hutan. 
3. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil 
pembalakan liar. 
4. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk penebangan hutan 
5. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim yang 
digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa 
izin pejabat yang berwenang.  
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6. Mengedarkan dan menyelundupkan kayu hasil pembalakan liar. 
7. Segala transaksi hasil pemanfaatn hutan yang tidak sah. 
8. Pengangkutan hasil hutan kayu tanpa SKSHH. 
9. Penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri. 
10. Pengangkutan hasil tambang dikawasan hutan tanpa izin. 
11. Transaki hasil tambang dalam kawasan hutan secara tidak sah.  
12. Perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan.  
13. Mengangkut dan menerima titipan hasil perkebunan dalam kawasan hutan 
yang tidak sah. 
14. Menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar. 
15. Mengubah bentuk kayudari hasil pembalakan liar.  
16. Merusak sarana dan prasarana pelindungan hutan. 
17. Turut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar. 
18. Menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar. 
19. Mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan upaya pemberantasan 
pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. 
20. Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan 
hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi. 
21. Menghalang-halangi dan/atau menggagalkan proses proses persidangan 
pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. 
22. Melakukan ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan 
pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar. 
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23. Melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar. 
Dari kategori dan bentuk-bentuk illegal logging diatas maka dapat  
ditemukan unsur – unsur yang dapat dijadikan dasar hukum penegakan 
hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar (illegal 
logging) yaitu : 
1. Menebang pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah, yaitu yang 
dimaksut dengan menebang pohon adalah kegiatan pemanfaatan hasil 
hutan. Kemudian yang dimaksut dengan tidak sah adalah tidak sesuai 
dengan izin pemanfaatan hutan dan tidak disertai surat izin yang 
dikeluarkan oleh pejabat . Kawasan hutan adalah wilayah tertentu 
yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya 
sebagai hutan tetap. Terjadinya kerusakan hutan, tanpa izin dari pihak 
yang berwajib dilakukan di kawasan hutan .  
2. Menguasai dan atau memiliki hasil hutan ialah berupa Memuat, 
membongkar, mengeluarkan, mengangkut hasil hutan. Sedangkan  izin 
dan dilengkapi surat sahnya hasil hutan ialah  pemanfaatan hasil hutan 
yang diberikan oleh menteri yang disertai dokumen-dokumen 
pemanfaatan hasil hutan.  
3. Memanfaatkan hasil hutan kayu berasal dari hasil pembalakan liar. 
Yang dimaksut dengan Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan 
untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu 
melalui kegiatan penebangan, permudaan, pengangkutan, pengolahan 
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dan pemasaran dengan tidak merusak lingkungan dan tidak 
mengurangi fungsi pokoknya. sedangkan pembalakan liar adalah 
semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang 
terorganisasi. Jadi yang dimaksut dengan Memanfaatkan hasil 
hutan.kayu yang berasal dari hasil pembalakan liar adalah semua 
kegiatan pemanfaatan hasil hutan yang tidak sah yang mengakibatkan 
rusaknya lingkungan serta fungsi pokok hutan.  
4. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, 
memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin 
pejabat yang berwenang. Yang dimaksut dengan membawa alat-alat 
yang lazim yaitu membawa alat-alat yang digunakan untuk melakukan 
penebangan , memotong atau membelah digunakan dalam memanen 
hasl hutan  
5. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau 
patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam 
kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Yaitu unsur-unsur 
yang terdapat dalam kategori ini yaitu membawa alat-alat berat 
dan/atau lainnya yang lazim yang digunakan untuk mengankut hasil 
pembalakan liar.  
6. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar adalah usaha upaya 
pengangkutan hasil hutan yang dilakukan melalui darat, perairan, atau 
udara dengan carar melakukan pemasaran atau pengedaran hasil 
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pembalakan liar yang dilakukan melalui jalur darat, perairan atau 
udara. selain itu juga berupa penyelundupkan kayu  berupa transaksi 
hasil pembalakan liar yang berasal dari atau masuk ke wilayah RI 
melalui sungai, darat, laut, atau udara . 
7. Melakukan transaksi hasil pembalakan liar yaitu berupa terima, beli, 
jual, terima tukar, terima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang 
diketahui berasal dari pembalakan liar. Selain itu juga membeli, 
memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari 
kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, 
menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, 
dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan 
yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Yang dimaksut tidak sah 
dalam hal ini adalah tanpa izin dari pihak yang berwajib dan tidak 
disertai dokumen hasil pemanfaatan hutan. 
8. Pengangkutan hasil hutan kayu tanpa SKSHH, yaitu pengangkutan 
hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi keterangan surat yang sah. 
SKSHH ialah Surat keterangan sahnya hasil hutan yaitu dokumen-
dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap 
segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. 
9. Penambangan dalam kawasan hutan tanpa izin menteri adalah 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang tidak disetai 
SKSHH. Penambangan kawasan tersebut berupa penggunaan kawasan 
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hutan. Menggunakan alat-alat yang lazim ataupun alat berat yang 
digunakan untuk menambang ataupun mengangkut hasil tambang dari 
kawasan hutan yang tidak sah.  
10. Pengangkutan hasil tambang dikawasan hutan tanpa izin adalah 
kegiatan mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang 
berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin. 
11. Transaksi hasil tambang yang tidak sah adalah perbuatan diantaranya 
menjual, menguasai, menyimpan , memasrkan hasil tambang dari 
kawasan hutan yang tidak sah atau tidak dengan izin. 
12. Perkebunan tanpa izin di dalam kawasan hutan melakukan kegiatan 
perkebunan dikawasan hutan tanpa izin . kegiatan perkebunan 
menggunakan alat-alat yang digunakan untuk melakukan 
penambangan dan alat-alat berat yang digunakan untuk mengangkut 
hasil tambang dalam kawasan hutan yang tidak sah.  
13. Mengangkut dan menerima titipan hasil perkebunan dalam kawasan 
hutan yang tidak sah yaitu melakukan pengangkutan hasil perkebunan 
dalam kaasan hutan yang tidak sah. Menerima titipan hasil perkebunan 
yang berasal dari pembalakan liar.  
14. Menyuruh, mengorgaisir, menggerakan pembalakan liar yaitu 
melakukan perbuatan dengan melakukan permufakatan jahat untuk 
melakukan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan 
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secara tidak sah yaitu dalam bentuk mendanai proses pembalakan liar 
maupun merubah status dari hasil hutan. 
15. Mengubah bentuk dari hasil pembalakan liar adalah berupa  
menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, 
menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar 
negeri dan/atau menukarkan uang atau surat berharga lainnya serta 
harta kekayaan lainnya yang merupakan hasil pembalakan liar. 
16. Merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan adalah perbuatan 
merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan 
hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang 
berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk 
dan/atau luasan kawasan hutan. 
17. Turut serta dalam melakukan pembalakan liar adalah segala perbuatan 
yang melakukan atau membantu terjadinya pembalakan liar dan/atau 
penggunaan kawasan hutan secara tidak sah. Baik memantu 
penebangan, pengangkutan dan sebagainya .  
18. Menggunakan dana yang berasal dari hasil pembalakan liar adalah 
menggunakan hasil penjualan  hasil pembalakan liar. Menjual hasil 
kayu penebangan, hasil penyelundupan dan sebagainya.  
19. Mencegah, merintangi, dan/atau menggagalkan upaya pemberantasan 
pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah 
adalah perbuatan membantu pelaku kejahatan pembalakan liar yaitu 
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segala perbuatan mulai dari membantu menebang, mengangkuthingga 
pengedaran hasil hutan yang tidak sah.  
20. Memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan 
kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi 
yaitu hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu 
yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman 
tumbuhandan satwa serta ekosistemnya, jadi kegiatan pemanfaatan 
hutan. Melakukan pemanfaatan pada kawasan suaka alam, taman baru 
serta kawasan hutan pelestarian alam. 
21. Menghalang-halangi dan/atau menggagalkan proses proses 
persidangan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara 
tidak sah adalah perbuatan yang menghambat persidangan pembalakan 
liar. Menghalangi penyelidikan, menghalangi penuntutan, 
menghalangi pemeriksaan.  
22. Melakukan ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan 
pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar adalah perbuatan 
berupa ancaman, intimidasi terhadap keslamatan petugas.  
23. Melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar adalah 
perbuatan setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran 
terjadinya perbuatan pembalakan liar, tidak menjalankan tindakan 
sesuai dengan kewenangannya, melakukan kelalaian dalam 
melaksanakan tugas. 
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B. Konseptual Fiqh Jinayah Terhadap Illegal Logging. 
Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia 
dengan Tuhannya tetapi juga hubungan manusia dengan makhluk hidupnya  
termasuk (lingukangannya). Pemanfaatan hasil hutan untuk memenuhi 
kebutuhan sebenarnya dibolehkan asalkan tidak melampaui batas dan tidak 
merusak ekosistem hutan. Tetapi  melhat illegal logging yang esensinya 
adalah pada pengerusakan hutan dan mengakibatkan kerusakan dimuka bumi 
bahkan mengancam terjadinya wabah bencana  maka illegal logging menjadi 
sesuatu hal yang dilarang. Dalam Al-Qur’an telah dijelaskan  diantaranya: 
1. Surat Ar-Rum ayat 41. 
 يِذَّلا َضَْعب ْمُهَقيُِذيِل ِساَّنلا يِدَْيأ ْتَبَسَك اَمِب ِزْحَبْلاَو َِّزبْلا ِيف ُداَسَفْلا َزَهَظ
 َنُىعِجْزَي ْمُهَّلََعل اُىلِمَع(١٤) 
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka 
sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke 
jalan yang benar). (Ar-Rum ayat 4)
1
 
Pada ayat diatas terdapat kosakata al-Fa>sad yang berarti keluarnya 
sesuatu dari keseimbangan baik sedikit maupum banyak atau bermakna rusak 
.Kata ini digunakan untuk menunjuk kerusakan baik jasmani, jiwa maupun hal 
lainnya . sementara ulama kontemporer memahaminya dalam arti luas yaitu 
                                                          
       
1
 Kementerian Agama RI,”Al-Qur’an dan Tafsirnya (edisi yang disempurnakan), (Jakarta: Lentera 
Abadi),2019,hlm514. 
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kerusakan lingkungan karena kaitannya dengan laut dan darat diantara bentuk 
kerusakan tersebut ialah temperatur bumi semakin panas, musim kemarau 
semakin panjang, air laut tercemar dan ketidak seimbangan ekosistem.
2
 
Dari uraian ayat diatas bahwa terjadi al- Fa>sad tersebut dengan darat 
dan laut.Al-Fa>sad adalah segala bentuk pelanggaran atas sistem atau hukum 
yang dibuat Allah, yang diterjemahkan dengan “perusakan”.Perusakan itu bisa 
berupa pencemaran alam seingga tidak layak lagi didiami, daratan misalnya 
hancurnya flora dan fauna, dan laut seperi rusaknya biota laut.Juga termasuk 
al-Fa>sad adalah perampokan, pembunuhan, pembrontakan dan sebagainya.3 
2. Surat Al-A’ raf ayat 56. 
 َلََودْعَب ِضَْرْلْا ِيف اُودِسُْفت  َتَمْحَر َّنِإ ۚ ًاعَمَطَو ًافْىَخ ُهىُعْداَو اَهِحَلَْصِإ
 َهِينِسْحُمْلا َهِم ٌبيَِزق ِ َّاللَّ 
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 
(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut 
(tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan).Sesungguhnya 
rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. “4 
Dari uraian ayat datas maka dapat dipahami bahwa Allah melarang suatu 
tindakan pelampauan batas yang mengakibatkan pada kerusakan dimuka 
bumi.Kerusakan yang dimaksud dalam hal ini bisa berarti kerusakan 
                                                          
       
2
 Kementerian Agama RI,”Al-Qur’an dan Tafsirnya…,hlm 514. 
       
3
 Ibid,. 
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lingkungan (salah satunya Illegal logging) karena alam raya ini diciptakan 
oleh Allah dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi dan memenuhi 
kebutuhan makhluk.
5
 
Dari pemaparan dua ayat diatas maka dapat dipahami bahwa sebenarnya 
Islam memiliki landasan normatif mengenai perbuatan pengerusakan 
lingkungan .Allah melarang perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan 
di muka bumi, yang mana kerusakan dimuka bumi tersebut diartikan sebagai 
kerusakan lingkungan diantaranya ialah Illegal logging, mengigat dampak 
yang diakibatkan dari perbuatan illegal logging lebih banyak kemafshadatan 
dari pada kemaslahatannya. 
Selain pemaparan ayat diatas yang  menyinggung mengenai illegal 
logging, di Indonesia sendiri melalui Fatwa MUI juga melarang perbuatan 
yang mengakibatkan kerusakan pada hutan.Larangan tersebut tertulis dalam 
fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan Dan 
Lahan Serta Pengendaliannya. MUI adalah majelis ulama Indoneisa yang 
merupakan lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, 
cendikiawan Islam untuk membimbing, membina dan mengayomi umat Islam 
di Indonesia. Dalam fatwa tersebut tertulis:
6
 
1. Melakukan pembakaran hutan dan lahan yang dapat menimbulkan 
kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan 
                                                          
       
5
 M Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah,vol 5..hlm123 
       
6
 Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan. 
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kesehatan dan dampak buruk lainnya hukumnya haram.  
2. Memfasilitasi, membiarkan, dan/atau mengambil keuntungan dari 
pembakaran hutan dan sebagainya dimaksud dalam angka 1 maka 
hukumnya haram.  
3. Melakukan pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam 
angka satu merupakan 
kejahatan
 dan pelakunya dikenakan sanksi sesuai degan 
tingkat kerusakan dan dampak yang ditimbulkan.  
4. Pengendalian pembakaran hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam 
ketentuan umum hukumnya wajib.  
5. pemanfaatkan hutan dan lahan pada prinsipnya boleh dilakukan dengan 
syarat sebagai berikut: 
a. Memperoleh hak yang sah untuk pemanfaatanya. 
b. Mendapatkan izin pemanfaatan dari pihak yang berwenang sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
c. Ditujukan untuk kemaslahatan 
d. Tidak menimbulkan kerusakan dan dampak buruk, dan pencemaran 
lingkungan . 
6. Pemanfaatan hutan dan lahan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat 
sebagaimana maksut diatas maka hukumnya haram. 
Pada dasarmya fatwa yang dibuat oleh MUI diatas ialah tentang 
pembakaaran hutan dan lahan tetapi berpacu pada ketentuan hukum yang 
termuat dalam fatwa Mui diatas tepatnya pada point 5 (lima) dan 6 (enam) 
maka illegal logging hukumnya adalah haram karena illegal logging 
merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa mendapatkan hak yang sah untuk 
pemanfaatan serta izin dari pihak yang berwenang. Selai itu illegal logging 
juga dilakukan tanpa ditujukan untuk kemaslahatan yang menumbulkan 
kerusakan pada hutan hingga mengancam terjadinya bencana. 
Kemudian sanksi ataupun hukuman dalam istilah Arab sering disebut 
uquba>h yaitu bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya 
melanggar ketentuan syara’ yang ditetapkan Allah dan Rasul-nya untuk 
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kemaslahatan manusia. Tujuan hukum dari syariat Islam merupakan realisasi 
dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan terhadap 
perbuatan jahat, untuk mengupayakan pencegahan secara umum  umum dan 
pencegahan secara khusus serta bentuk perlindungan terhadap hak-hak 
korban.
7
 
Dalam Islam orang yang melakukan suatu jarimah{ maka dikenakan sanksi 
(uquba>h) atau harus melakukan pertanggung jawaban atas perbuatan yang 
dilakukan. Pertanggung jawaban dalam syariat Islam adalah pembebanan 
seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang 
dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui 
maksud akibat perbuatan itu.
8
 Dalam syariat pertanggung jawaban didasarkan 
atas tiga hal yaitudiantaranya adanya perbuatan yang dilarang, Perbuatan yang 
dikerjakan adalah hasil dari kemauan sendiri, dan pelaku mengetahui akibat 
dari perbuatan yang dilakukan tadi. 
Mengenai sanksi atau hukuman terhadap perbuatan kerusakan hutan atau 
illegal logging dalam perspektif hukum pidana Islam termasuk dalam kategori 
jarimah ta’zi >r. yaitu, hukuman yang dijatuhkan atas jari>mah} yang tidak 
dijatuhkan hukuman yang telah ditentukan oleh hukum syariat. Oleh karena 
itu untuk penetapan sanksinya diserahkan pada ulil amri (penguasa) dan 
                                                          
       
7
 Makhrus Munajat, Hukum pidana Islam ...hlm111 
       
8
 Musthofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, (Bandung: 
Pustaka Setia,2013),cet.ke1,hlm,586-587. 
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tindak pidana yang termasuk dalamjarimahta’zi>r adalah perbuatan yang diberi 
hukuman bersifat mendidik atas perbuatan yang hukumannya belum 
ditentukan oleh syariat .  
Dalam pembagiannya terhadap sanksi ta’zi>r sendiri terdiri dari tiga 
macam yaitu, pertama tindak pidana h}udud atau qisha>sh yang telah ditentukan 
oleh Al-Qur’an dan Hadis tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi 
hukuman had atau qishas seperti, percobaan perampokan, percobaan 
perzinaan, atau percobaan pembunuhan. Kedua, kejahatan-kejahatan yang 
dilakukan yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan Hadis tetapi tidak 
disebutkan sanksinya. Kemudian diserahkan pada ulil amri seperti, penipuan, 
saksi palsu, penghinaan dsb. Ketiga, kejahatan yang diatur oleh pemerintah 
demi kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan hutan, 
dan lain sebagainya.
9
 
Berdasarkan pembagian tindak pidana ta’zi>rmaka kejahatan dibidang 
kehutanan yang mengakibatkan kerusakan pada hutan atau yang sering 
disebut dengan illegal logging dapat dikategorikan dalam  kategori jari>mah} 
ta’zi>r  yang kedua dan ketiga. Yaitu suatu kejahatan yang dilarang dalam Al-
Qur’an tetapi tidak ditentukan sanksinya dan kejahatan yang diatur oleh 
pemerintah demi kemaslahatan rakyat, sebagaimana di Indonesia membuat 
aturan terhadap illegal logging yang termuat dalam Undang-undang untuk 
                                                          
       
9
 Nurul Irfan, Fiqh Jinayah...hlm 181. 
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menjaga hutan dan guna untuk kemaslahatan umum. Oleh arena itu untuk 
penetapan  sanksinya diberikan sepenuhnya pada penguasa (ulil amri). Karena 
hukuman dalam jarimah ta’zi>r tidak ditentukan bentuk, jenis, dan jumlahnya 
oleh syara’. Untuk hukuman yang mana harus  dilaksanakan terhadap suatu 
tindak pidana ta’zi>r, syara’ menyerahkan seluruhnya kepada kebijakan hakim, 
setelah mempertimbangkan kemaslahatan terpidana, lingkungan yang 
mengitarinya dan tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan hukum 
tersebut.
10
 
Jarimah ta’zi>r sebagai hukuman  yang berkaitan dengan pelanggaran 
terhadap hak Allah dan hamba yang tidak ditentukan Al-Quran dan Hadis. 
Ta’zi>r berfungsi memberikan pengajaran kepada pelaku jarimah dan sekaligus 
mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa. Sebagian lain 
mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan yang tidak dihukum 
dengan hukuman  had dan kufarat.
11
 
Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sanksi yang tergolong 
dalam sanksi ta’zi>r itu beragam. Adapun mengenai sanksi ta’zi>r yang 
berkaitan dengan badan dibedakan menjadi dua yaitu hukuman mati dan 
hukuman cambuk.Ta’zi>r yang  berkaitan dengan kemerdekaan seseorang 
mengenai ini mempunyai dua jenis hukuman yakni hukuman penjara dan 
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11
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hukuman pengasingan. Kemudian hukuam ta’zi>r yang berhubungan dengan 
harta seperti penyitaan harta pelaku atau pencabutan hak-hak tertentu dan lain 
sebagainya.
12
 
Dari berbagai macam hukuman ta’zi>r yang telah dijelaskan diatas 
huukuman yang cocok dan memberi efek jera/ pelajaran pada pelaku  jari>mah 
}ta’zi>r yaitu hukuman cambuk atau jilid. Hukuman cambuk cukup efektif 
dalam menjerat pelaku jari>mah} ta’zi>r. Hukuman ini dalam jari>mah hudud 
telah jelas jumlah bagi pelaku jari>mah}zina gh}airu muh}sa>n dan jari>mah} qadz. 
Namun dalam jarimah ta’zi>r hakim diberikan kewenangan sepenuhnya untuk 
menentukan jumlah cambukan sesuai kondisi pelaku, situasi, guna 
kemaslahatan.
13
 Dari pemaparan diatas maka dapat dipahami bahwa koseptual 
Fiqh jina>yah terhadap tindak pidana Illegal logging adalah:  
1. Dari segi tindak pidana.  
Dari pengertian menurut kedua sistem hukum tersebut diatas dapat 
diambil kesimpulan bahwa rumusan terhadap tindak pidana illegal logging 
pada intinya adalah melakukan kerusakan lingkungan (hutan). Berdasarkan 
uraian perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam diatas, 
penyusun bisa menyimpulkan bahwa terdapat persamaan rumusan  serta 
                                                          
       
12
 Nurul Irfan, Fiqh Jinayah...hlm 147. 
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unsur-unsur tindak pidana illegal logging baik dalam perspektif hukum pidana 
Islam maupun hukum pidana positif, diantaranya sebagai berikut: 
a. Dalam merumuskan pengertian dan pemahaman terhadap tindak pidana 
illegal logging kedua sistem hukum ini memiliki rumusan yang pada 
intinya sama yaitu illegal logging didefinisikan sebagai perbuatan yang 
perbuatannya mengakibat kerusakan lingkungan (hutan) dan sama-sama 
melanggar larangan yg sudah ditentukan.  
b.  Dalam menentukan unsur-unsur pidana illegal logging kedua sistem 
hukum ini juga memiliki kesamaan secara global yaitu sama-sama 
menyangkut perbuatan yang dilarang. Menurut hukum pidana Islam unsur 
tindak pidana illegal logging secara umum dalam hal ini diqiyaskan 
kepada jari>mah} ta’zi>r yang memiliki unsur-unsur diantaranya adalah 
tindakan yang merusak lingkungan (hutan) yang mengakibatkan 
kerusakan dimuka bumi. Sedangkan menurut hukum pidana positif 
berdasarkan Undang-undang Nomr 18 Tahun 2013  Tentang 
Pemberantasan dan Pencegahan Pengerusakan Hutan memiliki unsur-
unsur diantaranya adalah melawan hukum yang esensinya adalah suatu 
rangkaian kegiatan dibidang kehutanan yang dilakukan tanpa izin dari 
pihak yang berwajib dimana perbuatan tersebut menimbulkan kerusakan 
pada hutan. 
94 
 
Didasari tidak bahwa disamping terdapat persamaan yang mencolok pasti 
disertai pula perbedaan antara kedua sistem hukum ini dalam memandang 
tindak pidana illegal logging. Karena kita telah ketahui sendiri bahwa illegal 
logging merupakan kasus yang sangat kasuistik sehingga dalam 
perkembangannya pasti mengalami perubahan dan perkembangan baik motif 
ataupun bentuk aksi-aksinya . dalam hukum pidana Islam belum ada kosa kata 
yang mengantarkan pada kalimat illegal logging. Jadi dalam Fiqh belum ada 
pengaturan dan pembahasan secara khusus mengenai hal ini. Sedangkan di 
Indonesia illegal logging diatur dalam Undang-undang No 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan tetapi karena Undang-undang tersebut dirasa mempunyai 
kelemahan dan kurang efektif menangani illegal logging pemerintah 
mengesahkan Undang-undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan 
Pencegahan Pengerusakan Hutan  
2. Dari segi dasar dan ketentuan sanksi  
Berdasarkan uraian diatas dapat kita pahami bahwa menurut hukum 
pidana Islam sanksi yang dijatuhkan kepada subjek pelaku tindak pidana 
illegal logging adalah bersifat kasuistik tergantung motif dan dampak 
perbuatan yang dilakukannya.  Illegal logging merupakan kasus yang 
termasuk dalam kategori jari>mah} ta’zi>r  maka mengenai penjatuhan sanksinya 
diserahkan sepenuhnya pada penguasa (ulim amri) berdasarkan pembagian 
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sanksi ta’zi>r sendiri mulai paling ringan diberi peringatan dan paling berat 
adalah hukuman mati dengan melihat kemaslahat umum.   
Sedangkan menurut hukum positif yang berdasar pada Undang-
Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan dan Pencegahan 
Pengerusakan Hutan sanksi terhadap tindak pidana illegal logging terdiri dari 
sanksi pidana, adminitratif, dan sanksi tambahan.  Persamaan yang bisa 
diperoleh dalam kedua ketentuan hukum tersebut ialah dalam memutuskan 
hukuman yang dijatuhkan diserahkan pada hakim berdasarkan pada 
kemaslahatan umum. Kemudian dalam hukuman ta’zi>r dalam hukum pidana 
Islam diantaranya adalah pidana pengasingan atau dalam hukum positif 
disebut sebagai penjara, oleh karena itu secara global kedua sistem hukum 
tersebut juga memiliki kesamaan.  
Kemudian perbedaan yang nampak mencolok antara hukum positif 
dan hukum pidana Islam adalah dalam hukum positif sudah jelas hukumannya 
dijelaskan dalam Undang-undang No 18 Tahun 2013. Sedangkan dalam 
Hukum Pidana Islam illegal logging tidak dijelaskan secara ekplisit dalam Al-
Quran dan kategori perbuatannya termasuk dalam jarimah ta’zi>r maka untuk 
penetapan ketentuan sanksi diserahkan pada ulil amri yang mana sanksi dari 
jarimah ta’zi>r tadi beragam. Tidak terbatas pada penjara maupun denda 
sebagaimana dijelaskan dalam hukum positif . 
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3. Dari segi pertanggungjawabannya 
Menurut hukum pidana Islam maupun hukum  pidana positif setiap 
tindak pidana yang bisa dilanjuti dan dimintai pertanggungjawaban adalah 
yang harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Walaupun 
kedua sistem hukum ini memiliki istilah yang berbeda dalam hal penentuan 
pertanggungjawaban terhadap tindak pidana illegal logging, tetapi pada 
intinya adalah memiliki arti dan maksud yang kurang lebih sama. Sebagai 
contoh dalam hukum pidana Islam unsur pertanggungjawaban pidana  harus 
memenuhi unsur moril atau biasa disebut ar-Rukn al-adabi yang artinya 
seseorang yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana dan dapat 
dipersalahkan yaitu bukan dalam gila, anak-anak dibawah umur (belum 
dewasa), orang dungu, orang yang kehilangan kemauannya dan bukan dipaksa 
atau terpaksa. Sedangkan dalam hukum pidana positif unsur 
pertanggungjawaban terdapat asas yang mengatakan “tiada pidana tanpa 
adanya kesalahan”.  
Kemudian persamaan yang bisa ditemui dalam kedua sistem hukum 
ini adalah berkaitan dengan kuantitas subjek hukum yang dikenai 
pertanggungjawaban pidana, yaitu baik dalam hukum pidana positif dan 
hukum pidana Islam sama-sama berpeluang dilakukan oleh pelaku tunggal 
(dilakukan sendiri), bisa juga berpeluang dilakukan dengan melibatkan 
banyak pihak lain yang telah teroganisir secara sistematis sebelumnya. 
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Perbedaan mengenai pertanggungjawaban pidana illegal logging yang 
bisa kita temukan dalam kedua sistem hukum ini diantaranya adalah mengenai 
bentuk subjek hukum yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. 
Menurut hukum pidana Islam bentuk subjek hukum yang bisa dimitai 
pertanggngjawaban pidana adalah manusia, karena dalam mengacu ada 
tidaknya pengetahuan terhadap perbuatan yang dilakukan (idrak) dan pilihan 
(ikhtiyar) bagi pelaku yang melakukan tindak pidana (jarimah). Tetapi karena 
pelaku  tindak pidana illegal logging memungkinkan adalah korporasi, maka 
dalam hal ini hukum pidana Islam bisa menjatuhkan sanksi kepada koorporasi 
berupa penutupan atau pencabutan izin sebagaimana yang berlaku dalam  
hukum pidana positif di Indonesia yang menggunakan metode sadd az-
Zari’ah. Disamping itu juga berkaitan erat dengan penjatuhan sanksi pidana 
Islam yang hanya memungkinkan dibebankan pada manusia saja sebagai 
pelaku tindak pidana illegal logging. Sedangkan menurut hukum pidana 
positif di Indonesia yang berdasar pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 
2013 Tentang Pemberantasan dan penvegahan Pengerusakan Hutan subjek 
hukum pelaku pidana illegal logging bisa berupa orang (manusia) dan 
korporasi (badan hukum) karena penjatuhan pidananya bisa dibebankan 
kepada keduanya .  
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  BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Setelah dipaparkan secara rinci dan panjang lebar mengenai tindak 
pidana illegal logging, maka diperoleh inti sari dalam penelitian ini yaitu : 
1. Illegal logging dalam perspektif hukum positif merupakan suatu tindak 
pidana dibidang kehutanan yang diatur dalam Undang-undang No 18 
Tahun 2013 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pengerusakan 
Hutan. Kategori dari bentuk-bentuk illegal logging itu beragam 
diantaranya penebangan hutan ,pengangkutan hasil hutan yang dilakukan 
tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang. Kemudian sanksi 
terhadap tindak pidana illegal logging di Indonesia meliputi pidana 
penjara, pidana denda, dan pidana tambahan tergantung pada motif 
perbuatan  serta pasal yang dikenakan pada pelaku ilegal logging 
sebagaimana tertulis dalam pasal 82-104 Undang-undang No 18 Tahun 
2013 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Pengerusakan Hutan.  
2. Dalam konseptual Fiqh Jinayah Illegal logging merupakan suatu 
perbuatan yang dilarang karena perbuatan illegal logging merupakan 
perbuatan yang mengakibatkan kerusakan pada lingkungan sehingga 
mengganggu kemaslahatan umum dan bertentangan pada prinsip-prinsip 
Hukum Islam. Mengenai sanksi terhadap tindak pidana illegal logging 
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dalam perspektif hukum pidana Islam termasuk dalam kategori jarimah 
ta’zi>r sehingga diserahkan sepenuhnya diserahkan kepada penguasa (ulil 
amri) dengan melihat kemaslahatan umum..  
B. Saran-saran: 
Mengambil manfaat dari penelitian skripsi ini maka saran-saran dari 
penyusun yang bisa diberikan kepada para pembaca baik dari segi golongan 
masyarakat sipil ataupun pihak pemerintahan adalah sebagai berikut : 
1. Untuk masyarakat ikut membantu pihak pemerintah dalam menangani 
masalah illegal logging karena masalah ini merupakan masalah yang 
teroganisir maka dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dengan 
pemerintah dalam menjaga hutan alam indonesia.  
2. Untuk akademisi dan penelitian selanjutnya diharapkan bisa 
mengembangkan teori yang relevan saat ini dengan kasus dan gejala 
sosial dalam masyarakat dengan adanya solusi dan alternatif 
penanganan dan pemberantasan tindak pidana illegal logging. 
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